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KONSEP. PENDEKATHN DHN DIMENSI PEMBANGUNAN
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A. Konsep Pembangunan

Dari berbagai literatur dapat dipahami bahwa konsep
pembangunan berasal dari kata bangun, diberi awalan
“pem” dan berakhiran “an”. Kata bangun sekurang-
kurangnya mengandung empat arti. Pertama, bangun
dalam arti sadar atau siuman; Kedua, dalam arti bangkit
atau berdiri; Ketiga, dalam arti bentuk; Keempat, bangun
dalam arti kata kerja mendirikan atau membina. Sedangkan
konsep pembangunan sekurang-kurangnya dapat pula
mengandung empat arti. Pertama, pembangunan sebagai
kata tunggal memiliki makna majemuk; Kedua, sebagai
kata sifat pembangunan adalah kondisi yang lebih baik
dari keadaan sebelumnya; Ketiga, sebagai kata benda
pembangunan berkaitan dengan output atau hasil dari
suatu kegiatan; dan Keempat, pembangunan sebagai kata
kerja diartikan sebagai proses kegiatan yang berlangsung
dalam jangka waktu panjang dan terus menerus.

o



Konsep pembangunan telah menjadi bahasa dunia.
Hasrat bangsa-bangsa di dunia untuk mengejar bahkan
memburu masa depan yang lebih baik menurut kondisi
dan caranya masing-masing, melahirkan berbagai
pengertian yang berkaitan dengan konsep pembangunan
(development). Ndraha (1990 : 2-13) memberikan
pengertian : pembangunan bertalian dengan konsep
pertumbuhan  (growth), rekonstruksi (reconstruction),
modernisasi (modernization), westernisasi (westernization),
perubahan sosial (social change), pembebasan (liberation),
pembaharuan (innovation), pembangunan bangsa (nation
building), pembangunan nasional (national development),
pengembangan dan pembinaan.

Dari  pengertian bangun dan pembangunan
sebagaimana yang dikemukakan, dapat dirumuskan
konsep pembangunan adalah sebagai kegiatan atau usaha
secara sadar, terencana dan berkelanjutan untuk merubah
suatu kondisi masyarakat bangsa/nasional menuju kondisi
yang lebih baik lagi menyangkut sikap, pola pikir, dan
kehidupan sosial ekonomi suatu masyarakat bangsa/
nasional (Tjokroamidjojo dan Mustopadidjaya, 1993:38).

Dengan demikian, dari berbagai konsep pembangunan
yang dikemukakan para ahli memberikan pengertian bahwa
administrasi pembangunan adalah sebagai suatu proses
yang dilakukan secara sadar, terencana dan berkelanjutan
untuk merubah kondisi suatu masyarakat menuju kondisi
yang lebih baik, menyangkut semua aspek kehidupan,
fisik-nonfisik, material-spiritual, meliputi bidang: ideologi,
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hukum, politik, ekonomi, sosial-budaya dan ketahanan
masyarakat atau nasional suatu bangsa.

B. Pendekatan Pembangunan

Pembangunan sebagai suatu proses dinamis menuju
keadaan sosial ekonomi yang lebih baik, atau yang lebih
modern, jelas merupakan gejala sosial yang berdimensi
banyak dan dapat didekati dari berbagai bidang ilmu
pengetahuan, seperti ekonomi pembangunan, sosiologi
pembangunan, pembangunan  politik, teknologi
pembangunan, pembangunan hukum, adminsitrasi
pembangunan dan sebagainya.

1. Pendekatan Pembangunan Bangsa

Sebagai suatu proses, pembangunan adalah merupakan
rangkaian perubahan majemuk dalam bidang ideologi,
hukum, politik, ekonomi, sosial-budaya dan ketahanan
masyarakat atau nasional suatu bangsa. Tjokroamidjojo
dan Mustopadidjaya (1995:22) menyatakan proses
pembangunan akan terlaksana dengan baik apabila syarat-
syarat sosial politik sudah terpenuhi, artinya suatu bangsa
sudah mencapai tingkat kematangan tertentu dalam bidang
politik dan sosial.

Ungkapan tersebut di atas akan melahirkan suatu
rasionalitas mengenai susunan teori pembangunan
nasional bagi negera-negara baru berkembang, dan
masalah-masalah pembangunan ekonomi akan dibahas
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setelah masalah pembangunan bangsa (pembangunan
sosio-kultural) dapat terselesaikan secara bersama-sama
dengan masalah-masalah ekonomi. Dengan demikian
pendekatan pembangunan yang seyogianya ditempuh oleh
negara-negara tersebut menurut Tjokroamidjojo (1995 :
23) adalah pembangunan bangsa (sociocultural development)
dan pembangunan ekonomi (economic development) secara
bersama-sama tanpa harus memprioritaskan pada satu
bidang tertentu.

Dalam kaitan pemahaman tentang pembangunan
masyarakat di Indonesia, kedua pendekatan tersebut
dapat membantu mejelaskan. Kedua pendekatan tersebut
adalah pendekatan pembangunan bangsa (sociocultural
development) dan pendekatan pembangunan ekonomi
(economic development). Pendekatan pembangunan bangsa
(sociocultural development) dalam ruang lingkupnya terdapat
dua aspek permasalahan, yaitu: mengenai pembangunan
politik (political development) dan mengenai pembangunan
sosial budaya (socio-cultural development).

1.1. Pendekatan Pembangunan Politik

Pembangunan politik (political development) identik
dengan pembinaan bangsa (nation building) oleh Esman
(Tjokroamidjojo, 1995:24) diartikan sebagai usaha
sistematis dan terpadu dalam pembangunan masyarakat
politik atau pembinaan lembaga-lembaga dan pembinaan
kewarganegaraan. Singkatnya pembangunan politik adalah
pembinaan bangsa.

-@" H. Indra Muchlis Adnan & Sufian Hamim



Aspek lain dari pembangunan politik adalah kestabilan
politik, ini dianggap sebagai prasyarat yang memungkinkan
terselenggaranya perkembangan institusional dalam sistem
pemerintahan dan politik, kelembagaan ekonomi dan
sosial suatu bangsa (Kantaprawira, 1990:172-173).

1.2. Pendekatan Pembangunan Sosial Budaya

Dilihat dari sejarah pertumbuhan ekonomi berbagai
bangsa seperti yang dijelaskan teori pertumbuhan
ekonomi dari berbagai aliran (Tjokroamidjojo, 1995:
31-36) terungkap suatu kenyataan bahwa pertumbuhan
ekonomi merupakan produk, atau suatu rangkaian proses
dari perkembangan sosial budaya suatu masyarakat (socio-
cultural development).

Analisis Smith, Mill, dan Douglas (Morris, 1971:147)
menyatakan secara tegas beberapa faktor non-ekonomi
yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, diantaranya :
deferensiasi sosial atau pembagian kerja dan perkembangan
teknologi merupakan faktor dinamis bagi peningkatan
produktivitas dan percepatan pertumbuhan yaitu faktor-
faktor yang tidak lain merupakan «ciri dari tingkat
modernisasi tertentu dari suatu masyarakat.

Sungguhpun banyak pendapat ataupun teori
bagaimana memulai dan mengusahakan modernisasi atau
pembangunan sosial budaya, Fabricant (Tjokroamidjojo,
1995:44) menyatakan terdapat suatu kesepakatan bahwa
bidang pendidikan merupakan suatu titik strategis bagi
penyelenggaraan pembangunan sosial budaya. Dengan

ADMINISTRASI DAN MANAJEMEN PEMBANGUNAN II@-



demikian pembangunan sosial budaya juga harus dapat
memberi dimensi dan perspektif bagi perkembangan politik
dan ekonomi.

2. Pendekatan Pembangunan Ekonomi

Selanjutnya, pembangunan dapat pula didekati
dengan pendekatan pembangunan ekonomi (economic
development). Tokoh sentral aliran ekonomi klasik adalah
Adam Smith. Dasar ajarannya individualisme dan laissez faire
yaitu semboyan yang lahir dari semangat individualisme.
Smith (Tjokroamidjojo, 1995:30-32) menyatakan:

Sistem individulisme ekonomi menyerahkan aturan dan
penguasaan ekonomi kepada masyarakat, sedangkan
pemerintah tidak perlu campur tangan. Tiap-tiap produsen
dan konsumen merdeka bertindak, pembentukan harga
didasarkan kepada hukum permintaan dan penawaran di
pasar, menjadi dasar pengambilan keputusan. Harga yang
terbentuk atas dasar mekanisme pasar, dengan sendirinya akan
mempengaruhi produksi, alokasi, pendapatan dan konsumsi.
Harga yang terbentuk di pasar mengatur rencana produksi,
serta pembagian pendapatan diantara faktor-faktor produksi.
Tingkat pendapatan menentukan pula jalannya produksi,
pembagian dan konsumsi. Semua akan lancar jalannya apabila
setiap orang merdeka bertindak dan berbuat. Mekanisme
pembentukan harga akan membawa segala hubungan
ekonomi secara otomatis ke jurusan persesuaian kepada
keadaan seimbang. Dengan “invisible hand” mekanisme harga
tersebut “natural order” dan “natural price” akan berlaku.

Tokoh ekonomi klasik lainnya yang terkenal dalam
sejarah pemikiran pembangunan ekonomi adalah Ricardo,
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Malthus dan Mill. Perbedaan antara Ricardo dan Malthus
dengan Smith di dalam analisis pembangunan ekonomi
terletak dalam interpretasinya mengenai peranan penduduk.
Bagi Smith dan Mill (Tjokroamidjojo, 1995:32) penduduk
secara pasti merupakan tenaga produksi yang akan
melahirkan perluasan pasar dan perkembangan ekonomi.
Dengan spesialisasi dan pembagian pekerjaan, keterampilan
tenaga kerja dan produktivitas akan meningkat, dengan
demikian ekonomi akan tumbuh. Sedangkan Ricardo dan
Malthus (Tjokroamidjojo, 1995:33) berpendapat, dalam
jangka panjang perekonomian akan tidak berkembang
(stationary state). Penyebabnya adalah perkembangan
penduduk akan melebihi kecepatan perkembangan
ekonomi, akan menurunkan kembali tingkat pembangunan
ke taraf yang lebih rendah.

Pandanganlainyangmenarikdarialiran ekonomiklassik
adalah diperhitungkannya pengaruh faktor non ekonomi
dalam pembangunan. Menurut Mill (Tjokroamidjojo,
1995:33) faktor-faktor tersebut antara lain: kepercayaan
masyarakat, kebiasaan-kebiasaan berpikir, adat istiadat dan
corak-corak kelembagaan dalam masyarakat.

Pertumbuhan ekonomi dalam semangat laissez faire,
telah melahirkan kepincangan-kepincangan sosial yang
parah di Eropa Barat. Perkembangan sejarah kemudian
mendorong, khususnya Perang Dunia I dan peristiwa
depresi ekonomi 1929 kepada pilihan campur tangan
pemerintah untuk menghidupkan kembali mekanisme
ekonomi liberal.
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Teori ekonomi pembangunan berikutnya adalah
aliran Keynesian. Keynes sendiri sebenarnya tidak
melahirkan analisis ekonomi bagi pertumbuhan jangka
panjang, perhatian dan teorinya lebih terpusat kepada
keadaan jangka pendek yang tengah dihadapi dunia yaitu
depresi pengangguran. Keynes dalam General Theory-nya
(Tjokroamidjojo, 1995:34) menyatakan :

Tiap-tiap pembayaran mempunyai dua sisi. Pendapatan
yang diterima akan beredar menurut sistem ekonomi, dan
merupakan pengeluaran yang diterima orang lain. Apabila
terdapat suatu kemerosotan dalam edaran pendapatan,
penyebabnya adalah adanya bagian-bagian yang disisihkan
dari pendapatan karena motif-motif tertentu. Penyisihan-
penyisihan inilah yang menyebabkan gelombang dalam
seluruh aliran pendapatan. Dalam mempengaruhi gelombang
naik turunnya kegiatan seluruh perekonomian, perlu campur
tangan yang sifatnya tak langsung dari pemerintah dalam
kegiatan-kegiatan ekonomi berupa kebijakan fiskal dan
moneter yang bertujuan melepaskan masyarakat dari depresi
ekonomi, mendorong investasi, kesempatan kerja dan
pendapatan.

Salah satu pengembangan teori Keynes yang terkenal
dalam teori pembangunan adalah teori Harrord-Domar.
Analisis Keynes dianggap kurang lengkap sebab tidak
menyinggung masalah-masalah ekonomi jangka panjang.
Teori Harrod Domar sebenarnya mengawinkan fungsi
pembentukan modal dari aliran Klassik maupun Keynes.
Harrod Domar (Tjokroamidjojo, 1995:35) berpendapat
bahwa pembentukan modal dipandang sebagai
pengeluaran yang akan menambang kesanggupan suatu
perekonomian untuk menghasilkan barang, sekaligus juga
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sebagai pengeluaran yang akan menambah permintaan
efektif seluruh masyarakat.

Selanjutnya, teori ekonomi pembangunan aliran Neo
Klassik (Tjokroamidjojo, 1995:36-37) menjelaskan :

Laju pertumbuhan ekonomi ditentukan oleh pertambahan
dalam penawaran faktor-faktor produksi dan tingkat
kemajuan teknologi. Rasio modal produksi (capital output
ratio) tidak dianggap konstan dapat dengan mudah
mengalami perubahan. Ini mempunyai akibat bahwa suatu
perekonomian akan mempunyai kemungkinan yang luas
dalam menentukan gabungan modal dan tenaga kerja yang
akan dipergunakan dalam menciptakan sejumlah produksi
tertentu.

3. Pendekatan Pembangunan Sumber Daya Manusia

Meningkatkan mutu sumber daya manusia dipandang
sebagai kunci bagi pembangunan yang dapat menjamin
kemajuan ekonomi dan kestabilan sosial. Investasi harus
diarahkan bukan saja untuk meningkatkan “physical capital
stock” tetapi juga “human capital stock” dengan mengambil
prioritas kepada usaha meningkatkan mutu pendidikan,
kesehatan dan gizi (Tjokroamidjojo, 1995:44-45).

Sejalan pula yang dikemukakan Clelland (Budiman,
1995:23) dengan konsepnya “The need for Achievement
(n-Ach) yaitu kebutuhan atau dorongan untuk berprestasi.
Manusia dengan n-Ach yang tinggi, memiliki kebutuhan
untuk berprestasi, mengalami kepuasan bukan karena
mendapatkan imbalan dari hasil kerjanya, tetapi karena
hasil kerjanya dianggap sangat baik.
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Schumacher (Tjokroamidjojo,1995:47) mengemukakan
bahwa pembangunan tidak mulai dari barang-barang,
tetapi mulai dari manusia dengan pendidikan, organisasi
dan disiplinnya. Setiap negara yang memiliki tingkat
pendidikan, organisasi, dan disiplin yang tinggi, pasti
mengalami keajaiban ekonomi.

Dengan demikian perbaikan mutu sumber daya
manusia akan menumbuhkan inisiatif-inisiatif dan sikap
kewiraswastaan, akan tumbuh pula lapangan-lapangan
kerja baru, dengan demikian produktivitas nasional akan
meningkat.

Tampak kirnya bahwa salah satu tujuan dari pendekatan
pengembangan sumber daya manusia adalah tumbuhnya
wiraswasta, yang peranannya dalam pembangunan
memang diakui sudah sejak lama. Raepke (Tjokroamidjojo,
1995 :45) menyatakan suatu bangsa akan berkembang
secara ekonomis, apabila bangsa tersebut mempunyai
wiraswasta-wiraswasta yang mempunyai kebebasan
dan motif-motif yang mendorongnya untuk mengambil
keputusan yang bersifat kewiraswastaan, yang sebetulnya
berarti mengadakan inspirasi, yaitu mewujudkan gagasan-
gagasan baru dalam praktek.

4. Pendekatan Pembangunan Memenuhi Kebutuhan
Dasar

Schumacher (Tjokroamidjojo, 1995 : 46) menyatakan
titik perhatian pembangunan adalah mengatasi kemelaratan
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dan keterbelakangan dengan mendahulukan mereka yang
paling membutuhkan pertolongan.

Dengan demikian pembangunan harus dimulai dari
identifikasi, merumuskan dan implementasi program apa
yang menjadi kebutuhan dasar masyarakat. Kemudian
segera untuk memenuhinya. Program pembangunan yang
dirumuskan sifatnya sangat mendesak dengan tujuan
penyelamatan. Biasanya menyangkut kebutuhan dasar
yaitu seperti sandang, pangan, perumahan, pendidikan,
kesehatan, dan lain-lain.

Selanjutnya, pendekatan kebutuhan dasar merupakan
serangan langsung terhadap kemelaratan dan kepincangan
pembagian pendapatan yang diderita golongan miskin di
sebagian besar dunia. Serangan langsung tersebut menurut
International Labour Organization (Tjokroamidjojo, 1995:
50) mempunyai dua kelompok sasaran pokok : pertama,
mencukupi persyaratan rumah tangga; kedua, mencukupi
sarana dasar kehidupan masyarakat luas seperti air minum,
sanitasi, angkutan umum dan kesehatan, serta fasilitas-
fasilitas pendidikan dan kebudayaan.

Konsep kebutuhan dasar menurut Deklarasi ILO
1976 semestinya ditempatkan dalam konteks keseluruhan
pembangunan sosial ekonomi suatu bangsa. Termasuk
kebebasan bagi perkembangan individu dan masyarakat
dan kemerdekaan untuk menentukan nasib dan memilih
lapangan kerja.

Dalam  konteks = pembangunan  negara-negara
berkembang pemenuhan kebutuhan dasar tidak mungkin
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dapat dicapai tanpa mengusahakan percepatan dalam
pertumbuhan ekonomi, perubahan pola pertumbuhan
dan kesempatan untuk memanfaatkan sumber-sumber
produktif antara lain golongan berpenghasilan rendah.
Secara tegas Deklarasi ILO 1976 tersebut menganjurkan
agar strategi, rencana dan kebijaksanaan pembangunan
nasional menempatkan perluasan lapangan kerja dan
pencakupan kebutuhan dasar sebagai tujuan eksplisit yang
diprioritaskan.

Keterbelakangan yang menandai keadaan negara dan
masyarakat dunia ketiga dibidang sosial (sikap, pandangan
hidup, cara hidup), adminsitrasi, ilmu dan teknologi
merupakan penghalang utama bagi pertumbuhan ekonomi
nasional, sedangkan pemecahan dalam kesulitan-kesulitan
ekonomi  merupakan syarat atau model dasar bagi
peperangan melawan keterbelakangan.

5. Pendekatan Pembangunan Pertumbuhan dan
Pemerataan

Pembangunan masyarakat tidak saja mengejar
pertumbuhan (growth) akan tetapi juga bagaimana
terciptanya pemerataan (equity) pembangunan dan hasil-
hasilnya (Tjokroamidjojo, 1995 : 48). Pertumbuhan
ekonomi saja, ternyata tidak memberi pemecahan mengenai
masalah kemiskinan di negara-negara sedang berkembang,
justru memperlebar jurang perbedaan antara kaya dan
miskin.
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Dalam mengatasi masalah kesenjangan antara kaya dan
miskin dibuatlah konsep garis kemiskinan (poverty line) yang
menunjukkan batas terendah untuk memenuhi kebutuhan
pokok manusia. Mereka dikatakan berada di bawah garis
kemiskinan (absolute line) apabila pendapatannya tidak
cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup yang paling
pokok, seperti sandang, pangan, perumahan, pendidikan,
kesehatan, dan lain-lain. Bank Dunia (Ahluwalia, 1974 :
83) telah menetapkan angka yang dapat dipakai sebagai
ukuran dalam menetapkan garis kemiskinan adalah nilai
US $ 50 per kapita setahun untuk tingkat pendapatan desa,
dan US $ 75 per kapita setahun untuk tingkat pendapatan
di kota pada keadaan tingkat harga tahun 1971.

Dilema trade offs (keuntungan yang satu, merugikan
yang lain) antara growth dan equity ditelaah Adelman dan
Morris (Tjokroamidjojo, 1995 : 49) melihat masalah besar
ini tidak hanya dengan mengungkapkan variabel-variabel
ekonomi tetapi juga mengaitkannya dengan variabel-varibel
politik, sosial dan kultural.

6. Pendekatan Pembangunan Melepaskan Diri Dari
Ketergantungan

Melepaskan diri dari ketergantungan kini telah
berkembang menjadi referensi dalam usaha pembangunan
di berbagai bidang, menjadi bahan analisis peranan
mental elit politik, pola industrialisasi, proses urbanisasi,
serta permasalahan dalam kaitan peranan perusahaan-
perusahaan multi nasional.
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Upayayangharusdilakukan adalah memberi contoh dan
mengarahkan setiap warga masyarakat untuk menerapkan
pola hidup sederhana, hemat dan suka menabung.
Dengan demikian dapat menghemat devisa negara dan
meningkatkan tabungan dalam negeri. Pada waktu
bersamaan ditingkatkan sumber daya manusia melalui
upaya pengembangan ilmu dan teknologi. Diharapkan
pada suatu saat tertentu akan tercipta kemandirian bangsa
menjadi bangsa yang modern dan bermartabat.

7. Pendekatan Pembangunan Berwawasan Lingkungan
Hidup

Dalam  proses  pembangunan, dirasa  perlu
pula mengusahakan pembangunan yang sekaligus
mengembangkan lingkungan hidup dan menyelamatkan
dunia dari pengrusakan potensi dengan kemampuan
manusia.

Dalam hubungan ini Djojohadikusumo (1965 : 104)
menyatakan untuk mempercepat pembangunan perlu
disertai dengan kebijakan yang jelas dan tegas memelihara
dan mengamankan sumber-sumber alam  untuk
kelangsungan pertumbuhan bagi generasi-generasi yang
akan datang.

Demikianlah gambaran perkembangan pendekatan-
pendekatan dalam menelaah dan pemecahan masalah
dalam pembangunan. Namun dari beberapa pendekatan
pembangunan sebagimana yang telah diuraikan maka yang
paling utama adalah pendekatan dan teori pembangunan
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sumber daya manusia. Apabila pendekatan sumber daya
manusia telah dilaksanakan dengan baik maka diharapkan
akan terlaksana pula pendekatan dan teori pembangunan
yang lain.

C. Dimensi Prima Pembangunan

Ada beberapa dimensi prima dalam pembangunan,
masing-masingnya saling berhubungan dan sebagai
satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Tjokroamidjojo
dan Mustopadidjaja (1993 : 15-17) menyatakan pada
pokoknya ada lima dimensi penting dalam pembangunan
: Pertama, kesejahteraan sosial ekonomi, terutama indikator
pertumbuhan ekonomi; Kedua, transformasi sosial dari
masyarakat tradisional ke arah masyarakat maju; Ketiga,
pembangunanbangsa/sosial politik; Keempat, menempatkan
keseimbangan antara manusia dan lingkungannya, dalam
proses pembangunan; dan Kelima, manusia sebagai pusat
perhatian proses pembangunan.[]







st BAB I
TEORI ROMINISTRASI PEMBANGUNAN

QYo

A. Teori Sistem yang Hidup

Pemahan tentang administrasi pembangunan pertama
dapat dijelaskan dari teori sistem yang hidup. Durkheim
dan Parsons (Poloma, 1992:180-182) menyatakan ada
kesamaan antara masyarakat dengan organisma hidup.
Teori sistem yang hidup memandang masyarakat sebagai
suatu sistem yang memiliki struktur yang terdiri dari banyak
lembaga, dan masing-masing lembaga mempunyai fungsi
sendiri-sendiri. Struktur dan fungsi dengan kompleksitas
yang berbeda-beda ada pada setiap masyarakat modern
maupun primitif. Ritzer (1992: 241) menyatakan semua
lembaga yang ada dalam masyarakat senantiasa saling
berinteraksi dan satu sama lain akan melaksanakan
penyesuaian sehingga di masyarakat akan senantiasa berada
pada keseimbangan. Memang ketidakseimbangan akan
muncul, tetapi itu bersifat sementara. Ketidakseimbangan
suatu lembaga akan mengundang lembaga lain untuk
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menyeimbangkan kembali. Parsons  (Poloma, 1992:
180) telah menunjukkan, bahwa: (1) sistem itu hidup
dalam dan beraksi terhadap lingkungan, (2) sistem itu
mempertahankan kelangsungan pola organisasi serta
fungsi-fungsi yang keduanya berbeda dari lingkungan, dan
dalam beberapa hal lebih stabil ketimbang lingkungannya.

Parsons (Poloma, 1992: 181) menyatakan terdapat
fungsi-fungsi atau kebutuhan-kebutuhan tertentu yang
harus dipenuhi oleh setiap sistem yang hidup demi
kelestariannya. Dua pokok penting yang termasuk dalam
kebutuhan fungsional ini ialah: (1) yang berhubungan
dengan kebutuhan sistem internal atau kebutuhan sistem
ketika berhubungan dengan lingkungannya (sumbu internal
- eksternal), (2) yang berhubungan dengan pencapaian
sasaran atau tujuan serta sarana yang diperlukan untuk
mencapai tujuan (sumbu instrumental-consummatory).

Berdasarkan premis yang telah dibangunnya secara
deduktif, Parsons menciptakan empat (4) kebutuhan
fungsional. Keempat fungsi primer ini, yang dapat
dirangkaikan dengan seluruh sistem yang hidup menurut
Parsons (Johnson, 1990:130-131; Ritzer, 1992:241; Poloma,
1992:181-182) adalah:

(1) Adaptation (A) menunjuk pada kemampuan sistem
menjamin apa yang dibutuhkannya dari lingkungan serta
mendistribusikan sumber-sumber tersebut ke dalam seluruh
sistem melaluisistemorganismabehavioral; (2) Goal attainment
(G) masalah pemenuhan tujuan sistem dan penetapan
prioritas di antara tujuan-tujuan itu tergantung pada prasyarat
goal attainment melalu sistem kepribadian (personality); (3)
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Integration (I) koordinasi serta kesesuaian bagian-bagian dari
sistem sehingga seluruhnya fungsional melalui sistem sosial;
(4) Latent pattern-maintenance (L) menunjuk pada masalah
bagaimana menjamin kesinambungan tindakan dalam sistem
sesuai dengan beberapa aturan atau norma-norma melalui
sitem kultural.

Keempat kesamaan tersebut ditemukan di dalam
seluruh sistem : politik, hukum, ekonomi, sosial, budaya,
psikologis, biologis dan lain sebagainya. Keempat fungsi itu
tertanam kukuh di dalam setiap dasar sistem yang hidup
pada seluruh tingkat organisasi serta tingkat perkembangan
evolusioner, mulai dari organisme bersel satu sampai ke
peradaban ummat manusia yang paling tertinggi.

Dalam perumusan Grand Theory, Parsons (Poloma,
1992:183) menyatakan sistem yang hidup merupakan
sistem tingkat pertama. Sistem bertindak (Action Theory)
yang akan menerangkan seluruh pengertian perilaku
manusia adalah merupakan sub-kelas dari sistem yang
hidup atau merupakan sistem tingkat kedua. Dengan
demikian keempat prasyarat fungsional itu berkaitan
dengan hubungan sistem dan lingkungannya serta sarana-
sarana melalui mana penyelesaian ini harus dipenuhi.

Untuk memperjelas pemahaman, ada beberapa asumsi
fundamental teori aksi (Action Theory) sebagaimana yang
dikemukakan Hinkle dengan merujuk karya Parsons (Ritzer,
1992: 253) sebagai berikut:

a. Tindakan manusia muncul dari kesadarannya
sendiri sebagai subyek dan dari situasi eksternal
dalam posisinya sebagai obyek;
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b. Sebagai subyek manusia bertindak atau berperilaku
untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Jadi
tindakan manusia bukan tanpa tujuan;

c¢. Dalam bertindak manusia menggunakan cara,
teknik, prosedur, metode serta perangkat yang
diperkirakan cocok untuk mencapai tujuan tersebut;

d. Kelangsungan tindakan manusia hanya dibatasi
oleh kondisi yang tidak dapat diubah dengan
sendirinya;

e. Manusia memilih, menilai dan mengevaluasi
terhadap tindakan yang akan, sedang dan yang
telah dilakukannya;

f. Ukuran-ukuran, aturan-aturan atau prinsip-prinsip
moral diharapkan timbul pada saat pengambilan
keputusan.

g. Studi mengenai antar hubungan sosial memerlukan
pemakaian teknik penemuan yang bersifat subyektif
seperti metode verstehen, imajinasi, symphathetic
reconstruction, atau seakan-akan mengalami
sendiri.

B. Teori Administrasi dan Organisasi

Administrasi pembangunan dijelaskan pula dari teori
administrasi negara (Public Administration) yang berakar
dan berindukkan dari Ilmu Administrasi. White (Shafritz
dan Hyde, 1987: 60) mengemukakan konsep administrasi
dalam arti yang luas, administration is a process common to all
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group effort, public or private, civil or military, large scale or small
scale ... (administrasi merupakan suatu proses kerjasama
yang terdapat pada semua usaha kelompok, pemerintah
maupun swasta, sivil maupun militer, skala besar maupun
kecil ...)

Sepanjang pengetahuan kita, manusia selalu
disibukkan dengan administrasi, apapun bentuk dan
tingkatannya. Dimanapun manusia tinggal bersama, hidup
bersama, bekerjasama dan berusaha menciptakan sesuatu
(Siagian, 1986). Memahami dan mencari makna dari
suatu administrasi dan organisasi negara dalam kaitannya
dengan perencanaan strategis pembangunan pedesaan,
telah banyak dikembangkan dalam teori administrasi,
organisasi dan manajemen. Dimulai dari teori klasik
meliputi birokrasi, teori adminsitrasi, dan ketatalaksanaan
secara ilmiah. Dilanjutkan dengan teori neo-klasik atau
gerakan hubungan yang manusiawi, dan teori-teori perilaku
yang erat kaitannya dengan pembahasannya kepada teori
modern.

Teori klasik berkembangdalam tigajalur, yaitu birokrasi,
administrasi dan manajemen secara alamiah (Hicks dan
Gullet, 1975:203). Teori administrasi dan manajemen secara
ilmiah menitikberatkan kepentingannya pada aspek-aspek
makro dari administrasi dan aspek pekerja secara individu
dan mandornya.

Birokrasi ~ merupakan suatu model administrasi
dan organisasi yang normatif yang menegaskan struktur
suatu adminsitrasi dan organisasi (Albrow, 1970 : 28).
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Sistematika pengembangannya yang pertama ditunjang
oleh Weber (1900-an). Birokrasi merupakan sejumlah
konsep seperti halnya tata tertib dan rasionalitas terhadap
teori adminsitratif dan manajemen secara ilmiah. Unsur-
unsur birokrasi itu merupakan bagian yang vital dalam
administrasi dan organisasi perusahaan, pemerintah,
pendidikan dan adminsitrasi komplek lainnya, termasuk
organisasi di pedesaan. Weber (1968: 66-68) menyatakan
birokrasi mengadakan beberapa fungsi yang sangat kuat,
yang sering kali diketahui sebagai hal-hal yang dapat
menguntungkan dalam administrasi dan organisasi. Hal
ini  meliputi spesialisasi, struktur, kemungkinan untuk
meramalkan,stabilitasi, dan rasionalisasi merupakan bagian
dari birokrasi.

Teori  adminsitratif —merupakan suatu kumpulan
orientasi yang normatif yang menghubungkan penyusunan
suatu adminsitrasi. Pendekatan ini secara umum dikenal
sebagai  “prinsip manajemen”. Teori adminsitratif
menunjukkan keuntungan pada birokrasi seperti dalam hal
pengaturan, stabilitas, dan ketentuan (Hicks dan Gullet,
1975 : 257).

Ketiga komponen besar dari teori klasik merupakan
ketatalaksanaan secara ilmiah. Manajemen ilmiah yang
memfokuskan unit analisisnya pada kegiatan fisik pekerjaan,
sementara birokrasi dan teori administratif menegaskan
susunan dan proses adminsitrasi pada manusia. Jadi bila
dibandingkan satu sama lainnya maka manajemen ilmiah
merupakan teori mikro, sementara birokrasi dan teori
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adminsitratif merupakan yang makro (Hicks dan Gullet,
1975 : 285).

Ditemukan dan berkembangnya ilmu administrasi dan
manajemen publik tidak terlepas dari pengaruh temuan-
temuan dari Taylor yang diterbitkan dalam karyanya yang
terkenal berjudul: The Principles of Scientific Management
(1911). Prinsip-prinsip dasar yang mendasari pendekatan
ilmiah terhadap manajemen menurut Taylor sebagai
berikut : Menggantikan cara yang asal-asalan dengan ilmu;
Mengusahakan keharmonisan dalam gerakan kelompok,
dan bukannya perpecahan; Mencapai kerjasama manusia,
dan bukannya individualisme yang kacau; Bekerja untuk
output yang maksimum, dan bukannya output yang
terbatas; dan Mengembangkan semua pekerja sampai taraf
yang setinggi-tingginya untuk kesejahteraan maksimum
organisasi dan anggota.

Demikian pula sumbangan Fayol sebagai Bapak
dalam teori manajemen modern, terhadap penemuan dan
perkembangan ilmu administrasi. Karyanya yang terkenal
dengan judul: Administration Industrielle et Generale (1916).
Fayol membedakan antara prinsip dan unsur manajemen.
Prinsip-prinsip umum dan unsur-unsur manajemen terdiri
dari:

(1) pembagian kerja; (2) otoritas dan tanggung
jawab, (3) disiplin, (4) kesatuan komando, (5) kesatuan
pengarahan, (6) mengutamakan kepentingan umum dari
kepentingan perorangan, (7) Upah/gaji, (8) sentralisasi,
(9) rantai scalar, (10) tata tertib, (11) keadilan, (12)
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stabilitas masa jabatan, (13) inisiatif, (14) semangat
korps. Sedangkan unsur-unsur manajemen sebagai fungsi
manajemen terdiri dari: merencanakan, mengorganisasi,
memimpin, mengkoordinasi dan mengendalikan.

Dalam seluruh risalah Fayol, ada suatu pengertian
mengenai universalnya prinsip dan unsur atau fungsi
manjemen. Berkali-kali dia menunjukkan bahwa hal itu
tidak hanya cocok bagi perusahaan saja (organisasi bisnis),
tetapijuga bagi kegiatan-kegiatan seperti politik, keagamaan,
panti asuhan, kemilitaran, dan lain-lain termasuk organisasi
publik.

Dengan demikian penerapan asas, prinsip yang umum
dan unsur atau fungsi-fungsi manajemen, berlaku sama
kepada semua organisasi, baik organisasi bisnis maupun
organisasi publik. Hanya saja situasi kondisi lingkungan
baik internal dan eksternal yang dihadapi setiap organisasi
tentunya berbeda-beda. Demikian pula tujuan yang ingin
dicapai setiap organisasi juga berbeda-beda. Organisasi
bisnis lebih mengarah kepada profit making, sedangkan
organisasi publik lebih memberi penekanan kepada aspek-
aspek pelayanan, meskipun akibat dari pelayanan yang
bermutu belum tentu mendatangkan hasil (keuntungan)
buat organisasi publik. Sebenarnya kedua model organisasi
ini, baik organisasi bisnis, publik, maupun organisasi
nonprofit (sektor ketiga) sama-sama mengutamakan fungsi
pelayanan.

Selain dari organisasi publik, organisasi nonprofit
dan organisasi bisnis sama-sama memiliki persamaan
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asas, prinsip umum dan unsur manajmen. Hal lain yang
dianggap sama pula adalah sebagaimana yang dikemukakan
Salusu (1996:8-14) bahwa dari ketiga bentuk organisasi
ini memiliki persamaan dalam hal : pelayanan sebagai
fungsi utama; memiliki karakteristik publik dan privat;
melayani lingkungan; memiliki kekuatan dan kelemahan;
memiliki peluang dan tantangan; pertanggungjawaban
(accountability); dan memiliki karakteristik struktur maupun
fungsi;

Teori Klasik yang Baru-Gerakan Hubungan yang
Manusiawi disebut juga teori Neo-klasik, yang secara
populer sering disebut gerakan hubungan yang manusiawi.
Perkembangan teori Neo-Klasik yang dikristalisasi pada
eksperimen Hawthorne, yang diselenggarakan sejak tahun
1925 sampai 1932. Tiga buah elemen yang tidak mungkin
berubah-ubah dalam teori Neo-Klasik (Hicks dan Gullet,
1975 : 323) adalah : Pertama, perasaan dan penyesuaian
diri individu; Kedua, penerimaan atau dukungan sosial
dalam kelompok kerjanya; dan Ketiga partisipasi dalam
pengambilan keputusan. Teori ini menekankan faktor-
faktor manusia pada adminsitrasi dan organisasi.

Luthans (1989:17) menyimpulkan bahwa faktor
utama pembentuk perilaku manusia adalah “lingkungan”
walaupun faktor dari dalam (endoment faktor) lebih
efisien namun faktor tersebut dapat dikacaukan oleh faktor
lingkungan.

Pengetahuan tentang perilaku individu dalam organisasi
merupakan suatu hal yang perlu diperhatikan dalam
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meningkatkan kemampuan administrasi dan manajemen.
Perilaku biasanya merupakan pencerminan kepribadian
seseorang.

Pada dasarnya perilaku manusia (individu) merupakan
fungsiinteraksi antara manusia dengan lingkungan, interaksi
ini melibatkan kepribadian manusia yang komplek dengan
lingkungan yang memiliki tatanan tertentu (Luthans, 1989:
18). Perbedaan kepribadian manusia dan lingkungan yang
dihadapinya menimbulkan perilaku manusia (individu)
yang berbeda-beda, Di lain pihak lingkungan yang berbeda
menimbulkan perilaku yang berbeda pula antara satu
individu dengn individu lainnya.

Thoha (1992:36) menyatakan individu membawa
karakteristiknya ke dalam tatanan organisasi, antara lain :
kemampuan, kepercayaan pribadi, penghargaan, kebutuhan,
dan pengalamannya. Dalam lingkungan yang makro (lebih
luas), karakteristik yang dimiliki oleh lingkungan terkait
dengan dimensi atau istitusi sosial, seperti ideologi, politik,
ekonomi, sosial, budaya serta pertahanan keamanan.

Dengan demikian konsep perilaku keorganisasian,
adalah apabila karakteristik individu berinteraksi dengan
karakteristik lingkungan (organisasi atau masyarakat luas),
maka akan terwujudlah perilaku individu dalam organisasi
atau masyarakat. Ungkapan pengertian di atas dapat
dijelaskan bahwa seseorang individu dan lingkungannya
menentukan perilaku keduanya secara langsung. Implikasi
ke dalam diri manusia, lingkungan memberikan stimulus
(ransangan), dan pribadi manusia memberikan jawaban
(respon) terhadap stimulus yang timbul.
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Hasil proses belajar (pengalaman) yang melatar
belakangi karakteristik individu (pribadi individu) lebih
lanjut menimbulkan sikap individu. Selanjutnya sikap
individu terhadap ransangan lingkungan ini akan menjadi
dasar (titik tolak) dalam menentukan alternatif tindakan
dan pemeliharaan tindakan. Apabila sikap individu
dimanifestasikan ke dalam bentuk tindakan (action) yang
dapat diamati, maka tindakan tersebut menjadi cermin dari
perilaku manusia.

Selanjutnya, teori modern dari administrasi dan
manajemen telah dikembangkan sejak tahun 1950-an. Inti
pembahasan dari suatu teori modern adalah memandang
suatu adminisitrasi dan manajemen sebagai suatu proses
yang tersusun para individu yang saling mempengaruhi
untuk berbagai tujuan (Hicks dan Gullet, 1975 : 344).

Teori modern disebut juga analisis sistem administrasi
dan organisasi yang mempertimbangkan semua elemen
administrasi dan organisasi pada umumnya dan
kepraktisan komponennya. Teori modern memandang
suatu administrasi dan organisasi sebagai suatu sistem
dapat menyesuaikan diri terhadap perubahan lingkungan.
Organisasi dan lingkungannya harus dilihat sebagai suatu
yang saling tergantung.

Teori modern pada administrasi dan organisasi
mempunyai sejumlah sifat-sifat yang khusus (istimewa).
Hicks dan Gullet (1975 : 349-358) menyatakan sifat-sifat
yang khusus teori modern pada administrasi adalah :
Organisasi sebagai suatu sistem, kedinamisan, multi level
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dan multi dimensional, multi motivator, kemungkinan
atau yang memungkinkan, multi disipliner, diskriptif, multi
variabel dan adaptif.

Dalam birokrasi pemerintahan dewasa ini, selain
memperlakukan organisasi sebagai suatu sistem terbuka.
Hal lain yang tidak dapat dihindari lagi adalah issue tentang
tuntutan masyarakat supaya adanya reformasi administrasi
dan perbubahan paradigma sistem dan cara kerja birokrasi
pemerintahan.

Osborne dan Gaebler (1992) menyatakan perlu
mengarahkan atau mentransformasi semangat wirausaha
ke dalam sektor publik. Cara-cara dan mekanisme kerja
birokrasi pemerintah akhir-akhir ini ternyata kurang
rasional bila dibandingkan dengan cara dan mekanisme
kerja organisasi bisnis. Osborne dan Plastrik (1996:347-
349) dan Osborne dan Gaebler (1992) mengemukakan
prinsip-prinsip pemerintahan yang efektif dan efisien,
antara lain :

Pertama, pemerintahan Kkatalis yaitu mengarahkan
ketimbang mengayuh; Kedua, pemerintahan milik
masyarakat yaitu memberi wewenang ketimbang melayani;
Ketiga, pemerintahan yang kompetitif yaitu menyuntikkan
persaingan ke dalam pemberian pelayanan; Keempat,
pemerintahan yang digerakkan oleh misi yaitu mengubah
organisasi yang digerakkan oleh peraturan; Kelima,
pemerintahan yang berorientasi hasil, yaitu membiayai
hasil, bukan masukan; Keenam, pemerintahan berorientasi
pelanggan yaitu memenuhi kebutuhan pelanggan,
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bukan birokrasi; Ketujuh, pemerintahan wirausaha yaitu
menghasilkan ketimbang  membelanjakan; Kedelapan,
pemerintahan antisipatif, yaitu mencegah daripada
mengobati; Kesembilan, pemerintahan desentralisasi yaitu
dari hierarki menuju partisipasi dan tim kerja; Kesepuluh,
pemerintahan berorientasi pasar yaitu mendongkrak
perubahan melalui pasar.

Kesepuluh prinsip pemerintahan yang efektif dan efisien
tersebut, telah lama di terapkan dalam organisasi bisnis.
Prinsip-prinsip tersebut ternyata telah membuat organisasi
bisnis lebih dapat meraih peluang dan mengantisipasi
tantangan, mengoptimalkan potensi dan memperbaiki
kelemahan secara terus menerus. Memang demikianlah
seharusnya penyelenggaraan organisasi pemerintahan, jika
tidakingin mengalami kebangrutan, kematian motivasi, dan
kemerosotan kinerja. Warisan cara kerja yang tidak inovatif
harus segera dirobah kepada cara kerja yang dinamis dan
berorientasi kepada hasil dan prestasi.

C. Teori Manajemen

Pengetahuan manajemen telah berkembang bukan
hanya sebagai seni tetapi telah menjadi suatu disiplin
ilmu. Perkembangan dan pemikiran ilmu pengetahuan
manajemen, menurut Winardi dan Nisjar (1997) dapat
dilihat dari model pendekatan sistem. Model pendekatan
sistem dapat diketahui melalui mashab-mashab yang telah
diperkaya oleh bermacam-macam pendekatan, berkembang
menjadi suatu ilmu melalui aneka fungsi manajemen
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yang dikenal dengan: planning, organizing, actuating, dan
controlling (Terry, 1975:191).

Dalam perkembangannya, ilmu manajemen telah
dipengaruhi berbagai disiplin ilmu, misalnya : ilmu
sosiologi, ilmu politik, ilmu hukum, ilmu administrasi,
ilmu ekonomi, ilmu matematika, ilmu jiwa, dan ilmu
komunikasi. Proses perkembangan ini, mendorong lahirnya
manajemen gaya Amerika dan manajemen gaya Jepang.
Tetapi dalam prakteknya kedua gaya ini tidak dapat berjalan
sendiri-sendiri dan tidak dapat berlaku umum. Dalam
rangka mendapatkan hasil yang maksimal diperlukan
perpaduan kedua gaya tersebut. Kedua gaya manajemen
itu lama kelamaan bersatu menjadi gaya yang fleksibel.
Pada akhirnya proses perkembangan ilmu manajemen
menghasilkan keluaran (out put) berupa The Science and Art
of Management.

Selain perkembangan manajemen dikemas dalam
sebuah model pendekatan sistem, Joiner (1994: 8-10)
membagi evolusi manajemen menjadi empat generasi yaitu
Manajemen dengan Tindakan (Management by Doing),
Manajemen dengan Pengarahan (Management by Directin),
Manajemen berdasarkan Hasil (Management by Results), dan
Gabungan Ketiganya (The Joiner Triangle).

Generasi keempat merupakan generasi yang paling
modern, karena menggabungkan konsep-konsep generasi
sebelumnya. Pendekatan dilakukan pada unsur-unsur
penting dalam menejemen yaitu kualitas, keilmuan, dan
kelompok (team). Model generasi keempat dapat disajikan
dalam gambar: 2.1.
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Gambar 2.1.
Model Generasi Keempat Evolusi Manajemen

Quality

Scientific Approach All One Team
Sumber : Joiner (1994: 8-10)

Kelima mashab utama dengan bermacam-macam
pendekatan, sampai saat ini tetap penting dalam praktek
manajemen. Mashab atau aliran tingkah laku (behavioral
science) misalnya, merupakan pendekatan yang vital dan
penuh energi dalam penelitian, analisis, dan pemecahan
masalah manajemen. Begitu pula mashab-mashab lainnya.
Namun ditinjau dari pendekatan manajemen, pendekatan
kontingensi sangat tepat digunakan sebagai dasar dalam
perencanaan strategis dalam pembangunan pedesaan.

D. Teori Manajemen Strategis

Hunger dan Wheelen (1996:7) mengemukakan konsep
manajemen strategis, yaitu :

Management strategic is that set of managerial decisions and actions
that determines the long-run performance of a corporation. It
includes environmental scanning, strategy formulation (strategic or
long-range planning), strategy implementation, and evaluation and
control. (Manajemen strategis adalah serangkaian keputusan dan
tindakan manajerial yang menentukan kinerja organisasi dalam
jangka panjang. Manajemen strategis meliputi pengamatan
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lingkungan, perumusan strategi (perencanaan strategis),
implementasi strategi, dan evaluasi serta pengawasan).

Manajemen strategis pada dasarnya bergerak dari awal
sampai akhir, sampai menikmati hasil dari keputusannya,
mencocokkan apakah hasil itu cukup memberi kepuasan
yang berkualitas kepada kelompok masyarakat. Pendek
kata manajemen strategis sebagai suatu cara untuk
mengendalikan organisasi secara efektif dan efisien,
sampai kepada implementasi garis terdepan, sedemikian
rupa sehingga tujuan dan sasarannya tercapai. Kemudian,
Sufian (Disertasi, 2002) mengemukakan bahwa poroses
manajemen strategis meliputi empat (4) elemen dasar :
(1) pengamatan lingkungan (environmental scanning), (2)
perumusan strategi (strategy formulation, (3) implementasi
strategi (strategy implementation), dan (4) Hasil yang dicapai
(Out Put/Out Come).

Dalam setiap organisasi (corporate), proses manajemen
strategis meliputi aktivitas yang berlangsung terus-menerus
dengan pola aktivitas bersifat siklus, dari kegiatan analisis
lingkungan sampai kepada kegiatan mengevaluasi dan
mengawasi.

Kelompok  manajemen  strategis  menganalisis
lingkungan eksternal (peluang dan tantangan organisasi)
dan lingkungan internal (kekuatan dan kelemahan
organisasi). Faktor-faktor yang menjadi kekuatan dan
kelemahannya, serta peluang-peluang dan tantangan yang
senantiasa dihadapi oleh setiap organisasi dianalisis. Setelah
faktor-faktor strategis diidentifikasi, kelompok manajemen
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strategis mengevaluasi hubungan dan menentukan misi
organisasi. Tahap pertama, formulasi strategis adalah suatu
pernyataan dari misi, tujuan-tujuan, strategi-strategi, dan
kebijakan-kebijakan organisasi. Implementasi strategis
organisasi merupakan proses program-program, anggaran-
anggaran, prosedur-prosedur, evaluasi dan kontrol kegiatan.
Terakhir, hasil yang dicapai berupa barang dan jasa dijadikan
umpan balik aktivitas organisasi untuk proses selanjutnya.

Suatu model manajemen strategis sebagai suatu proses
yang terus menerus dapat diilustrasikan pada gambar: 2.2.

Gambar 2.2.
Model Manajemen Strategis dari Hunger dan Wheelen

Environmental Strategy Strategy Evaluation
Scanning Formulation Implementation and Control
Eksternal >
Societal Mission h
Environment
Task A
. bjectiy
Environment Oblectiiey :
(Organisasi)
Al Ppoiicies
Environmental |
Scanning Strategies
Internal 2
| Strategies
Structure
Culture A |
Resources v
4 Performance
T A 4 A A 4 +

Sumber: Modifikasi Hunger dan Wheelen (1996:11)

Dalam model manajemen strategis setiap organisasi,
keputusan strategis dan perencanaan strategis disiapkan
oleh kelompok manajemen strategis. Tugas utama dari
kelompok manajemen strategis adalah merumuskan
tujuan dan sasaran organisasi, keputusan-keputusan
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strategis lainnya, rencana strategis, implementasi strategis,
mengevaluasi dan mengontrol implementasi strategis.

Keputusan-keputusan strategis yang dibuat dimulai
dengan merumuskan misi organisasi, lalu disusul dengan
penjabaran misi dalam bentuk tujuan dan sasaran. Bertolak
dari itu semua, disusunlah secara sistematis dan lebih jelas
serta terinci, usaha pencapaian tujuan dan sasaran dalam
rencana-rencana strategis yang diikuti dengan penyusunan
program, anggaran, dan prosedur. Program, anggaran, dan
prosedur, biasa juga disebut rencana operasional. Agar
sukses, rencana operasional ini selalu diamati, dievaluasi
dan dikendalikan. Berikut ini diperlihatkan hubungan
antara manajemen strategis, keputusan strategis dan
perencanaan strategis pada gambar: 2.3.

Gambar 2.3.
Proses Perencanaan Strategis Hunger dan Wheelen

- Oppor-
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. Threats
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_Resources Weaknesses

v
Strategy Strategy Strategy
Formulation Implementation Evaluation & Control

Sumber: Modifikasi dari Hunger dan Wheelen (1996:144-145)
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Setiap organisasi dapat membuat banyak keputusan
strategis, tetapi umumnya hanya membuat satu rencana
strategis. Rencana strategis itu menyeluruh, berjangka waktu
tertentu yang dijabarkan dalam angka-angka waktu dan
biaya, semuanya dalam uraian yang panjang. la mencakup
semua kegiatan yang direncanakan untuk merealisasikan
visi dan misi organisasi.

Perencanaan, termasuk juga perencanaan strategis,
adalah suatu proses. Sebagai suatu proses, perencanaan
strategis berlangsung terus, sementara keputusan-
keputusan biasa dibuat lagi dengan bertolak dari rencana-
rencana tersebut. Keputusan strategis, sekali dibuat-selesai.
Sedangkan perencanaan strategis, sekali disusun, ia
berkelanjutan. Implementasi dari suatu keputusan strategis
ditentukan oleh rencana operasional, program, anggaran,
prosedur yang menyusul keputusan itu, dan evaluasi
serta pengendalian. Suatu manajemen strategis dalam
pembangunan diuraikan sebagai berikut.

Environmental Scanning, terdiri dari analisis lingkungan
internal dan analisis lingkungan eksternal. Analisis
lingkungan internal ditujukan pada wvariabel (Strengths
dan Weaknesses Organization) terdiri dari dimensi : analisis
potensi alam, analisis potensi masyarakat, analisis keadaan
pemerintahan, analisis sumber pendapatan, dan analisis
kebutuhan masyarakat. Sedangkan analisis lingkungan
eksternal ditujukan pada variabel-variabel (Opportunities
dan Threats Organization) terdiri dari dimensi: analisis
kebijakan Pemerintah, analisis kebutuhan pasar dari
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sumber daya, analisis perkembangan teknologi, dan analisis
investasi Pemerintah dan swasta nasional. Variabel-varibel
lingkungan internal dan lingkungan eksternal tersebut
tertuang pada gambar : 2.4.

Gambar 2.4.
Variabel-variabel Lingkungan Pedesaan

Sosial

Ekonomi Budaya

Kebljakan
Pemerintah

Kebutuhan

Potensi Alam,
Potensi
Masy:

arakat,

n
Desa, Sumber
Pendapatan Desa,

Perkembangan

Teknologi Inverstasi Pemerintah

dan Swasta Nasional

Tekonologi

Politik

Hukum

Sumber: Modifikasi dari Hunger dan Wheelen (1996:11)

Sebagaimana telah dikemukakan pada gambar 2.4
bahwa salah satu aspek yang penting dalam manajemen
strategis adalah faktor lingkungan, yaitu faktor-faktor di
luar organisasi yang berpengaruh terhadap perkembangan
dan pertumbuhan organisasi. Lingkungan adalah faktor-
faktor yang berada di luar jangkauan organisasi yang dapat
menimbulkan peluang (opportunity) dan ancaman (threat).
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Dalam rangka mengantisipasilingkunganyangberubah-
ubah, manajemen strategis harus mampu melakukan
analisis dan diagnosis yang cermat tentang lingkungannya,
lingkungan yang sekarang maupun perkiraan lingkungan di
masa yang akan datang, sehingga dapat ditentukan peluang-
peluang dan tantangan-tantangannya.

Lingkungan eksternal ditandai dengan karakteristik
tidak memiliki batas, dalam arti meskipun terdiri dari
lingkungan ekonomi, sosial, budaya, teknologi, politik, dan
hukum, akan tetapi rincian masing-masing lingkungan amat
luas, dalam dan tanpa batas. Masing-masingnya memiliki
intensitas pengaruh yang berbeda terhadap berbagai aspek
manajemen fungsional.

Di samping itu, lingkungan eksternal hanya
memberikan tanda yang lemah kepada manajemen, dalam
arti jarang ditemukan tanda perubahan yang transparan.
Kecendrungan perubahan biasanya dapat dilihat dalam
jangka panjang dan malah sering bertolak belakang satu
sama lain yang dapat menyulitkan pemilahan. Menurut
Suwarsono (1994 : 24) lingkungan eksternal memiliki sifat
tidak dapat dikendalikan, sehingga manajemen sama sekali
tidak memiliki kendali manajerial terhadap besaran arah
perubahan lingkungan eksternal. Akibatnya manajemen
tidak dapat sepenuhnya bersikap proaktif.

Dalam menganalisis lingkungan internal dan eksternal
dapat digunakan tiga pendekatan yaitu pendekatan tidak
reguler, pendekatan reguler dan kontinyu (Suwarsono, 1994:
25-26).Pendekatantidakreguler menurut Suwarsono (1994:
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25) merupakan pendekatan dadakan atau ad-hoc, artinya
analisis dibuat bila ada peristiwa tertentu yang diperkirakan
mempengaruhi prospek organisasi. Pendekatan reguler
dilakukan sebagai upaya secara periodik memperbaharui
dan melengkapi sejumlah variabel lingkungan internal
dan eksternal. Dengan pendekatan ini organisasi secara
berkala memperoleh informasi terdini pada pokok-pokok
persoalan tertentu, oleh karena itu manajemen dapat
menyiapkan antisipasi secara reguler. Pendekatan kontinyu
berusaha melakukan analisis terhadap banyak variabel
dari lingkungan internal dan eksternal, yang digunakan
sebagai masukan penyusunan rencana yang menyeluruh,
sehingga bagi para pimpinan pengumpulan dan analisis
data lingkungan internal dan eksternal menjadi hal yang
rutin dan terus menerus.

Dengan demikian, analisis lingkungan internal dan
eksternal dari ketiga pendekatan ini dapat dilakukan
melalui empat tahapan yaitu :

a. Identifikasi dan seleksi sejumlah variabel dan
indikator dari lingkungan internal dan eksternal
yang relevan dan secara signifikan dianggap
berpengaruh pada prospek organisasi.

b. Manajemen berusaha mengetahui karakter
masing-masing indikator yang telah terseleksi
dan menemukan berbagai dugaan penyebab
kemunculan indikator yang berkaitan antar
indikator, serta memperkirakan eksistensi masing-
masing indikator dimasa yang akan datang.
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Cc. Manajemen berusaha mengetahui implikasi
manajerial, langsung maupun tidak langsung,
yang dapat dan mungkin ditimbulkan oleh
masing-masing indikator dan atau kombinasi antar
indikator. Implikasi tersebut kemudian dikaitkan
dengan berbagai manajemen fungsional yang
telah dikenal untuk jangka pendek maupun jangka
panjang.

d. Manajemen berusaha merumuskan berbagai
anitisipasi strategi, yaitu menyiapkan berbagai
kemungkinan tanggapan yang diperlukan.

Selanjutnya, Strategy formulation adalah membangun
rencana-rencana jangka panjang untuk efektivitas
manajemen dari peluang dan tantangan lingkungan
organisasi dikaitkan dengan kekuatan dan kelemahan
organisasi, meliputi : perumusan misi, tujuan-tujuan
spesifik, strategi-strategi, dan kebijakan-kebijakan.

Mission adalah tujuan mendasar yang ingin dicapai atau
pembicaraan tentang keberadaan organisasi, apa produk
yang dihasilkan dan siapa yang menjadi sasaran pelayanan
(markets served). Misi organisasi biasanya menceritakan
“Who we are and what we do”. Skop besar misi aktivitas
organisasi meliputi banyak tipe dari produk atau pelayanan,
pasar (masyarakat), dan teknologi. Objectives adalah hasil
atau akibat yang ingin dicapai dari aktivitas rencana
jangka panjang, menengah dan jangka pendek. Strategis
adalah suatu bentuk rencana yang menyeluruh keadaan
bagaimana organisasi akan menyelesaikan atau mencapai
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tujuan-tujuan dan sasaran. Policies adalah pengaliran
dari strategi, memberi kebijakan sebagai pedoman umum
untuk mengambil keputusan dalam proses keluaran atau
mencapai tujuan organisasi.

Pada uraian terdahulu, telah dijelaskan bahwa salah
satu alasan perlunya manajemen strategis disebabkan
karena situasi dan kondisi lingkungan yang berubah-ubah
dengan cepat sehingga perlu diantisipasi oleh manajemen
strategis. Manajemen strategis dalam menghadapi situasi
yang demikian memerlukan sasaran dan arah yang jelas
bagi para anggotanya, sehingga tujuan organisasi dapat
tercapai dengan efisien dan efektif.

Organisasi publik akan mampu mencapai misi dan
tujuan yang telah ditetapkan apabila kekuatan organisasi
publik melebihi kelemahan yang dimiliki. Dalam konteks
ini organisasi publik harus mampu mengeksploitasi
peluang dan mengeliminir ancaman yang mengitarinya.
Sementara itu ketangguhan suatu organisasi publik untuk
mencapai tujuan dan berbagai sasarannya, ditentukan oleh
dinamika organisasi yang bersangkutan dan interaksi yang
terjadi pada organisasi dengan lingkungannya dan antara
satuan-satuan kerja di dalam organisasi publik.

Dengan demikian, manajemen strategis dapat
diartikan sebagai suatu cara sistematik berbagai keputusan
publik yang paling penting (Winardi, 1997: 177).
Suatu perencanaan tidak terlepas dari beban resiko
dan manajemen strategis berusaha menyediakan data
sehingga spekulasi yang beralasan dapat dilakukan jika
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perlu. Manajemen strategis diartikan pula sebagai usaha
manajerial menumbuhkembangkan kekuatan organisasi
untuk mengeksploitasikan peluang yang muncul guna
mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan sesuai
dengan misi yang telah ditentukan (Winardi; 1997 : 91).

Aspek-aspek manajemen organisasi dilaksanakan
dengan berlandaskan pada misi organisasi yang sudah
ditetapkan oleh manajemen puncak. Misi tersebut
merupakan penjelasan dari alasan organisasi agar tujuan
fundamental bertahan. Dengan menetapkan misi berarti
organisasi menetapan peraturan dasar organisasi terhadap
pendekatannya. Penentuan misi bagi suatu organisasi sangat
penting karena misi itu bukan hanya sangat mendasar
sifatnya, akan tetapi membuat organisasi memiliki “jati
diri” yang bersifat khas. Dengan perkataan lain, misi yang
membedakan suatu organisasi dari organisasinya yang
sejenis. Siagian (1995 : 32) menyatakan beberapa ciri yang
harus tergambar dengan jelas dalam tahap pertama proses
manajemen strategis adalah :

a. Misi merupakan pernyataan yang bersifat umum
dan berlaku untuk kurun waktu yang panjang
tentang “niat” organisasi yang bersangkutan.

b. Misi mencakup filsafat yang dianut dan akan
digunakan oleh pengambil keputusan strategis
dalam organisasi.

c. Secara implisit menggambarkan citra yang hendak
diproyeksikan ke masyarakat luas.

ADMINISTRASI DAN MANAJEMEN PEMBANGUNAN II-



d. Merupakan pencerminan jati diri yang ingin
diciptakan, ditumbuhkan, dan dipelihara.

e. Menunjukkan produk atau jasa yang menjadi
andalannya.

f. Menggambarkan dengan jelas kebutuhan apa di
kalangan masyarakat atau pengguna jasa yang akan
diupayakan untuk dipuaskan

Setelah merumuskan misi, kemudian pada proses kedua
para pengambil keputusan strategis merumuskan tujuan-
tujuan keorganisasian dan sasaran-sasaran. Tujuan-tujuan
strategis berhubungan dengan hasil-hasil performa yang
ingin dicapai oleh suatu organisasi. Di sini misi organisasi
tersebut diterjemahkan menjadi sasaran-sasaran khusus,
target-target, dan rencana aksi. Tujuan-tujuan strategis,
merupakan petunjuk luas bagi aksi yang menyebabkan
timbulnya lebih banyak sasaran-sasaran spesifik dan yang
bersifat rinci, pada tingkatan lebih rendah pada organisasi
yang ada.

Proses ketiga mengidentifikasi kekuatan-kekuatan,
kelemahan-kelemahan, peluang-peluang, dan ancaman-
ancaman organisasi. Dengan demikian, para pembuat
strategi dapat mengantisipasi setiap kesempatan dan
membantu mengembangkan sistem pemecahan sedini
mungkin, terhadap faktor-faktor lingkungan yang dianggap
mengancam tujuan organisasi. Di samping itu, dapat
membantu manajer puncak dalam mengikuti setiap
perubahan-perubahan yang terjadi, dan akhirnya para
manajer puncak dapat mengumpulkan informasi dan
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meramalkan bagaimana dampak lingkungan terhadap
perkembangan organisasi.

Langkah keempat dalam proses manajemen strategis
adalah melakukan identifikasi serta evaluasi strategi-
strategi. Munculnya bermacam-macam strategi disebabkan
oleh kegiatan analisis terhadap lingkungan organisasi.
Winardi dan Nisjar (1997 : 102) mengemukakan kegiatan
identifikasi dan evaluasi strategi menyebabkan ke arah
penyegaran atau segmen-segmen khusus yang ada.

Kegiatan identifikasi dan evaluasi dapat pula
menghasilkan strategi-strategi alternatif untuk pertahanan,
atau untuk mengurangi pengeluaran dan menekan biaya.
Kunci di sini adalah aneka macam alternatif yang dapat
dimanfaatkan dalam hal mengembangkan aneka macam
tindakan. Apakah alternatif-alternatif yang dapat digunakan
mengembangkan sebuah strategi baru.

Langkah kelima adalah membandingkan keuntungan
dan kerugian dari alternatif-alternatif strategi dengan
kriteria tertentu. Penilaian alternatif-alternatif tersebut
akhirnya menentukan strategi mana yang paling sesuai
dengan sumber-sumber daya dan kemampuan organisasi
bersangkutan. Kemudian, yang mana dapat memberikan
keunggulan kompetitif terbaik sehubungan dengan
peluang-peluang dan ancaman-ancaman potensial. Karena
setiap alternatif strategi akan mempunyai keuntungan dan
kerugian.

Setelah tahapan kelima, maka langkah keenam adalah
faktor yang paling kritikal dalam proses manajemen strategis
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yaitu : keputusan strategis. Sebuah keputusan adalah suatu
pilihan antara berbagai strategi-strategi alternatif yang dapat
ditetapkan.

Adapun tujuan pengambil keputusan, adalah untuk
mengarahkan sumber-sumber daya kepada sasaran-sasaran,
dan sebuah keputusan untuk menjalankan sebuah strategi
tertentu, yaitu adanya tindakan-tindakan lain yang mungkin
pula dijalankan atau tidak dilakukan (Winardi dan Nisjar:
1997 : 103).

Strategi Implementation adalah suatu proses, yang mana
kelompok manajemen strategis menterjemahkan strategi
dan kebijakan ke dalam proses tindakan implementasi
program, anggaran, dan prosedur. Program adalah suatu
pernyataan dari aktivitas atau langkah-langkah keinginan
untuk menyelesaikan satu bagian dari rencana, dan
membuat strategi tindakan nyata. Budgets adalah suatu
pernyataan atau uraian rinci biaya program organisasi,
yang bermanfaat bagi kelompok manajemen strategis
dalam evaluasi dan pengawasan. Procedures adalah suatu
sistem langkah-langkah berikutnya atau teknik yang
menguraikan secara rinci terutama bagaimana suatu tugas
yang diserahkan kepada seseorang atau pada suatu bagian
dapat diselesaikan.

Langkah keenam dalam proses manajemen strategis
adalah mengimplementasikan keputusan strategis dan
rencana-rencana strategis. Keputusan strategis dapat
diimplementasikan melalui pengembangan kebijakan-
kebijakan spesifik serta rinci. Program-program aksi yang
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ditujukan kepada pencapaian sasaran-sasaran. Setelah
keputusan strategis diambil, maka selanjutnya adalah
melakukan implementasi rencana aksi, performa aktual
serta aktivitas-aktivitas yang mengarahkan sumber-sumber
daya organisasi yang bersangkutan menuju ke arah tujuan-
tujuan yang diinginkan.

Evaluationand Controladalah suatu prosesyangterdiridari
beberapa tahap: pengukuran pekerjaan, membandingkan
pekerjaan dengan standar dan menentukan perbedaannya.
Jika ada perbedaan, selanjutnya mengoreksi setiap
penyimpangan yang tidak diinginkan melalui tindakan
penanggulangan.

Langkah ketujuh atau langkah terakhir dalam proses
manajemen strategis adalah melakukan evaluasi dan
pengawasan. Kegiatan evaluasi dan pengawasan dapat
membantu manajemen strategis meninjau kembali strategi-
strategi yang telah disusun. Apakah strategi itu dapat
dijalankan dalam praktek, dengan hasil yang maksimal atau
tidak, karena ada kalanya strategi yang dikehendaki (intended
strategy) tidak dapat dipraktekkan sepenuhnya (unrealized
strategy). Hal ini disebabkan oleh berbagai kendala yang
tidak atau belum diantisipasi oleh penyusun strategi,
misalnya: gejolak politik, krisis ekonomi, globalisasi dan
lain sebagainya.

Di samping dapat mendeteksi intended strategy dan
unrealized strategy, evaluasi dan pengawasan dapat pula
mendeteksi strategi yang muncul (emergent strategy)
kemudian. Strategi ini tidak harus dijalankan. Jadi dengan
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evaluasi dan pengawasan, manajemen strategis dapat
mengetahui keluar masuk unrealized strategy dan emergency
strategy. Keluar masuk kedua strategi ini akan menghasilkan
“saldo” yang disebut realized strategy. Mintzberg (1994:24)
merangkum proses keluar masuk strategi-strategi itu dalam
sebuah model gambar: 2.5.

Gambar 2.5.
Bentuk-bentuk Strategi dari Mintzberg dan Winardi

STRALEGI YANG

STRATEGI YANG TIDAK %, .
DILAKSANAKAN
(UNREALIZED STRATEGY) /

el

STRATEGI YANG MUNCUL
(EMERGENT STRATEGY)

STRATEGI YANG TELAH DIREALISASI
(RELIAZED STRATEGY)

Sumber : Mintzberg (1994:24) dan Winardi (1997)

Dengan evaluasi dan pengawasan, para menejer secara
kontinyu dapat menilai kembali kemajuan dari gerakan-
gerakan strategi, sehingga mereka dapat mengambil
tindakan-tindakan perbaikan apabila organisasi tidak
bekerja dengan baik atau situasi-kondisi mengalami
perubahan.[]
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—st BAB I
PERKEMBANGAN PEMBRANGUNAN NHSTONAL DI INDONESIA

QYo

Konsep pembangunan nasional erat berkaitan dengan
pembangunan bangsa. Ponsien (Ndraha, 1968 : 18)
menyatakan pembangunan bangsa merupakan bagian
integral pembangunan nasional suatu negara.

Pembangunan setiap bangsa dunia ketiga bersifat
multidimensional, yaitu pembangunan yang meliputi
semua segi kehidupan nasional, politik, ekonomi, dan
sosial budaya. Karenanya, pembangunan nasional harus
didukung oleh kemampuan politik (ideologi, sistem
politik), kemampuan ekonomi (sumber-sumber), dan
kondisi sosial (perubahan sosial), dan pada gilirannya
harus mampu menegakkan ketahanan nasional negara
yang bersangkutan.

A. Pembangunan Nasional di Era Orde Lama

Sejak Indonesia merdeka 17 Agustus 1945 hingga akhir
tahun 1965 pembangunan belum dapat meningkatkan



kesejahterakan perekonomian rakyat. Karena harus
membenahi pada pembangunan bangsa, politik
maupun sosial budaya. Sedangkan pembangunan untuk
meningkatkan kesejahteraan rakyat terutama meningkatkan
produksi nasional, menurunkan inflasi, menyediakan
kebutuhan pokok masyarakat seperti pangan, sandang dan
papan belum cukup berarti.

B. Pembangunan Nasional di Era Orde Baru

Kemudian pada tahun 1965 hingga tahun 1998, setelah
pemerintahan dibawah kepemimpinan Presiden Soeharto,
terjadi suatu periode pembangunan mendorong upaya
perbaikan dibidangekonomi: penurunan inflasi, masuknya
arus modal dan teknologi, meningkatkan kerjasama dengan
luar negeri, meningkatkan produksi dalam negeri dalam
rangka mendorong ekspor, meningkatkan pendidikan dan
memperkuat stabilitas politik.

Pada masa Orde Baru pembangunan nasional di
Indonesia dilakukan secara bertahap, yaitu periode
jangka panjang 25 tahun dan periode jangka pendek 5
tahun yang dikenal dengan REPELITA, kemudian disusun
rencana pembanunan 1 tahun yang tertuang di dalam
APBN. Pembangunan Wilayah Provinsi/Daerah Tingkat I,
Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II, Kotamadya, Kota
Adminsitratif dan Kecamatan, dilaksanakan berpedoman
pada UU No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok
Pemerintahan di Daerah. Penyelenggaraannya dilaksanakan
dengan sistem pemerintahan dekonsentrasi, desentralisasi
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dan medebewind, dengan pelaksanaan Otonomi Daerah
yang luas dan bertanggung jawab. Sedangkan pembangunan
Desa/Kelurahan dilaksanakan dengan prinsip Otonomi
Desa dengan berpedoman pada UU No. 5 Tahun 1979
tentang Pemerintahan Desa.

Sebagaimana yang dinyatakan Tjokroamidjojo
(1995: 38) nilai dasar yang melandasi dan kemudian
dirumuskan dalam strategi/kebijakan pembangunan
adalah sesuai dengan yang dikehendaki masyarakat bangsa
yang bersangkutan. Oleh karena itu, di Indonesia selama
pemerintahan Orde Baru telah menggunakan pradigma
Strategi Trilogi Pembangunan, vyaitu pertumbuhan
ekonomi yang cukup tinggi, pemerataan di segala bidang
dan stabilitas nasional yang mantap (Tjokroamidjojo,
1993 : 68). Pembangunan tetap dilakukan di segala
bidang, politik, ekonomi, sosial budaya dan HANKAM,
namun menggunakan skala prioritas. Selama pemerintaha
Orde Baru berkuasa pada PJPT I dan II yang menjadi
prioritas adalah pembangunan di bidang ekonomi dengan
tetap mempertahankan pertumbuhan, namun dalam
pelaksanaannya tidak berhasil dengan memuaskan. Hal
ini dapat dilihat dari orientasi managemen pembangunan
mendukung Trilogi Pembangunan dalam Repelita VI.

Pertama, manajemen pembangunan dalam Repelita VI
harus mencerminkan the changing role of government. Dari
suatu orientasi seperti yang disebut irving serdlow “direct
involment” (campur tangan langsung, pengurusan dalam
segala hal), melalui control and licencing” (pengawasan
dan perizinan berbagai rupa) ke arah pengendalian arah
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pembangunan melalui kebijaksanaan, promosi dan
motivasi partisipasi masyarakat yang bersifat enabling dan
empowering. Hubungan birokrasi pemerintah sebagai
agent of change yang motivator menumbuhkan sikap-sikap:
inovator dalam kalangan masyarakat sendiri. Mangemen
pembangunan lebih membatasi diri pada penyediaansarana,
memonitor dan koordinasi pelaksanaan. Peningkatan
fungsi pelayanan aparatur pemerintah terutama dibidang
public service. Semua ini sebenarnya shif-nya sudah dimulai
sejak awal 80 an mengantisipasi oil shock dan dimulainya era
industrialisasi. Dalam GBHN disebutkan “khusunya dalam
melayani, menganyomi, serta menumbuhkan prakarsa dan
peran aktif masyarakat dalam pembangunan, serta tanggap
terhadap kepentingan dan aspirasi masyarakat”.

Kedua, manajemen pembangunan yang merupakan
manejemen kebijaksanaan makro ekonomi yang sehat,
dalam menjaga stabilitas makro ekonomi pada umumnya
dari gejolak-gejolak yang serba tidak pasti ekonomi
global maupun di dalam negeri. Dengan demikian, dapat
diusahakan iklim yang kondusif bagi pelaksanaan strategi
dankebijaksanaan trilogi pembangunan. Dikembangkannya
rambu-rambu indikator ekonomi makro seperti indeks
inflasi, cadangan devisa, neraca perdagangan, neraca
pembayaran, neraca berjalan dan lain-lain. Manajemen
kebijaksanaan ekonomi makro juga berarti manajemen
pengendalian distorsi ekonomi pasar.

Ketiga, = peningkatan  kemampuan managemen
pembangunan upaya mobilisasi resources (finacial)
terutama resources berdasar prioritas dan cara pendanaan
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(disbursement) yang sehat. Tentang mobilisasi dana dalam
negeri bisa dengan penciptaan iklim dan kelembagaan yang
mendorong untuk tabungan investasi masyarakat, tetapi
yang lebih khusus adalah perpajakan. Sudah dilakukan
pembaharuan kebijaksanan fiskal, sistem dan macam
perpajakan secara mendasar sejak pertengahan tahun
80-an, kini tantangannya adalah dalam menegemen dan
pelaksanaan perpajakan. Perluasan pelibatan wajib pajak,
intensifikasi pemungutannya, tetap secara fair dan progresif.
Pajak sebagai sarana pertumbuhan, pemerataan stabilitas.
Kemudian managemen alokasi resources terutama melalui
budget, berdasar prioritas yang baik dan pengendaliannya.
Pada dasarnya managemen APB. Perencanaan dan
pengendalian program dari proyek-proyek pembangunan.
Pelibatan masyarakat dalam perencanaan dan pengendalian
proyek perlu diperhatikan apabila ada implikasinya bagi
rakyat secara langsung seperti dalam hal pembebasan tanah
atau untuk mendorong partisifasi aktif rakyat terutama
dalam program-program partisipatory dan pemerataan.

Keempat,orientasi manajemen pembangunan dalam
upaya terus meningkatkan ekspor non migas dan
menciptakan iklim kondusif investasi, pengembangan
efisiensi dan produktvitas ekonomi, mengurangi high
cost economy melalui upaya berlanjut di birokratisasi dan
deregulasi. Pengendalian dan penyederhanaan perizinan,
management byexeption, mekanisme pasar sebagai sarana
daripada penggunaan administrative measures. Seperti telah
dikemukakan terdahulu orientasi ini sudah sejak Repelita
VI orientasi managemen pembangunan menjadi lebih
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penting serta globalisasi ekonomi dunia. Tetapi dalam
Repelita VI orientasi manajemen pembangunan menjadi
lebih penting karena produk-produk ekspor non migas
kita harus semakin deversify, quality competitive untuk bisa
penetrasi ke pasar-pasar dunia yang semakin kompetitif
(acompetitife global market). Demikian pula pengembangan
iklim investasi yang kondusif untuk dapat bersaing dengan
wilayah-wilayah investasi yang menarik di Cina, Vietnam,
(ini bisa jadi saingan berat kita), India kecuali negara-
negara Asia Tenggara lain.

Kelima, —manajemen pemerataan pembangunan
terutama adalah untuk penanggulangan kemiskinan. Pada
dasarnya suatu manajemen pemerataan pembangunan
untuk menanggulangi kemiskinan tidak bisa dengan suatu
program atau proyek peningkatan pendapatan rakyat
miskin saja. Tujuannya memang peningkatan pendapatan
tetapi masalahnya adalah pemecahan lingklungan kondisi
budaya miskin. Dalam PJP I ternyata telah nyata berhasil
cukup banyak dientaskan kemiskinan justru dengan
dilaksanakannya kebijaksanaan trilogi pembangunan
pertanian, peningkatan produksi, pendapatan petani,
dan stabilitaws harga yang tetap merangsang produksi.
Kemudian program-program delapan jalur pemerataan,
terutama program-program/proyek-proyek pendidikan
dasar, kesehatan masyarakat, gizi dan air bersih, keluarga
berencana. Demikian pula inpres-inpres daerah yang relatif
terbelakang. Kesemua itu upaya membangun masyarakat
untuk mampu membangun dirinya.
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Tentu saja hal itu hard core problems kemiskinan dapat
di suplemen dengan program-program khusus seperti
pembangunan kawasan terpadu dan akan dilansir sekarang
Inpres Daerah Tertinggal. Yang penting bukan membagi ikan
tetapi memberi kail dan kemampuannya untuk mengail.

Keenam, manajemen pembangunan untuk menciptakan
lebih banyak peluang, sarana dan kesempatan usaha
bagi usaha menengah dan kecil. Kalau dilihat dari segi
penerimaan dana perlu ada pemungutan progresive, dilihat
dari pendanaan dan cross subsidi untuk kepentingan releasing
potensi usaha ekonomi menengah dan kecil. Pelaksanaan
dari sebagian dna perkreditan perbankan dan sebagian
keuntungan BUMN untuk pembnagunan sektor usaha
ini. Desain-desain modal ventura, incubator, foster parent
bussiness schemes, trading house atau pemasaran bersama,
kredit dengan management enginering, subcontracting, dari
usaha besar kepada yang menegah dan kecil, margin of
prefernce untuk usaha menengah dan kecil dan lain-lain.
Kalau perlu bahkan ear markets, daripada monopoli usaha
besar. Go public usaha-usaha besar dengan komponen share
koperasi dan usaha menengah dan kecil juga patut ditelaah
kemungkinan-kemungkinannya.

Dalam urain singkat ini tidak dapat dikemukakan
aspek-aspek manajemen pembangunan untuk mendukung
trilogi pembangunan dalam Repelita VI secara ekshaustif
(tuntas). Oleh karena itu, akan ditambahkan di sini satu
s3ja, yaitu ke tujuh.
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Ketujuh, manajemen pemerataan pembangunan
di daerah-daerah. Ini meliputi  upaya pemerataan
pembangnan daerah-daerah tingkat I dan daerah pedesaan.
Di sini lebih-lebih lagi dituntut orientasi manajemen
pembangunan yang mampu membangkitkan prakarsa
dan peran aktif masyarakat sendiri. Peran motivator
untuk mengembangkan kemampuan inovator kalangan
masyarakat sendiri. Pendekatan birokratik memobilisasi
diganti dengan pendekatan agent of change yang empowering
dan enabling.

Bersamaan  dengan  peningkatan = kemampuan
manajemen serupa itu oleh aparatur, juga ditingkatkan
desentralisasi kewenangan-kewenangan didaerah tingkat
IT terutama yang menyangkut public services. Taxing power
terutama tax share seperti dalam pajak bumi dan bangunan
ataupun pajak kendaraan bermotor dapat diperkuat.

Selanjutnya, Waterston (Tjokroamidjojo, 1995 : 39)
menyatakan pembangunan berencana di banyak negara
tidak terselenggara karena perencana pembangunan
tidak berorientasi pada pelaksanaan, dan bahkan
tidak dilaksanakan, karena kurangnya dukungan atau
ketidakstabilan politik.

Pemerintahan Orde Baru menganggap penting alur
pemikiran pelaksanaan pembangunan sebagai manajemen
kebijakan pembangunan, yaitu : manajemen analisis dan
perumusan, manajemen pelaksanaan, pengendalian,
pengawasan dan pertanggung jawabannya.
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Tjokroamidjojo (1993:68) menyatakan manajemen
kebijakan pembangunan di Indonesia selama Orde Baru
dapat dibagi dalam tiga bidang yaitu: Pertama, manajemen
analisis dan perumusan kebijaksanaan pembangunan.
Kedua, manajemen pelaksanaan dan pengendalian
kebijaksanaan =~ pembangunan.  Ketiga, = manajemen
pengawasan kebijaksanaan pembangunan.

Pembahasan administrasi pembangunan sebagai
manajemen kebijakan pembangunan di Indonesia, ada
beberapa dasar pemikiran yang harus dipegang yaitu:
Pertama, Pembangunan Nasional merupakan pengamalan
Pancasila, landasannya adalah Pancasila dan UUD 1945,
sedangkan tujuannya adalah perwujudan cita-cita nasional
seperti tercantum dalam Pembukaan UUD 1945. Kedua,
Penyelenggaraan  bernegara, berpemerintahan yang
berpegangteguh pada UUD 1945 yaitu Sistem Pemerintahan
Negara (Tjokroamidjojo,1993:66).

Pada hakekatnya upaya pembangunan nasional pada
Orde Baru dapat dilihat dari dua sisi yaitu : Pertama,
sebagai upaya melakukan perubahan-perubahan struktural
yang mendasar dalam jangka panjang. Kedua, Upaya
menanggulangi gejolak-gejolak ekonomi jangka pendek
(Tjokroamidjojo, 1993:67).

Mengenai perubahan struktural jangka panjang
misalnya perubahan struktural ekonomi yang lebih
seimbang antara sektor pertanian dan sektor industri.
Upaya mengurangi kesenjangan antara yang kaya dan yang
miskin terutama dengan mengangkat tingkat kehidupan
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mereka yang berada dalam kemiskinan mutlak. Misalnya
lewat program Inpres Desa Tertinggal, rehabilitasi sosial dan
program KB. Demikian juga dengan upaya meningkatkan
kualitas sumber daya manusia, mengatasi masalah-masalah
kecemburuan sosial dan mengembangkan keserasian sosial
terutama dengan adanya urbanisasi yang meningkat. Upaya
lain adalah mengurangi ketergantungan pada sumber dana
dari minyak bumi, dan meningkatkan ekspor non migas.

Siagian (1985:31-84) mengemukakan sepuluh prinsip
penyelenggaraan pembangun nasional Orde Baru : Pertama,
kesemestaan, yaitu pembangunan nasional harus bersifat
komperehensif; Kedua, menuntut partisipasi rakyat; Ketiga,
keseimbangan; Keempat, kontinuitas; Kelima, pendekatan
kesisteman; Keenam, mengandalkan kekuatan sendiri;
Ketujuh, kejelasan strategi dasar; Kedelapan, skala prioritas
yang jelas; Kesembilan, kelestarian ekologis; Kesepuluh,
pemerataan disertai pertumbuhan.

C. Pembangunan Nasional di Era Reformasi

Selanjutnya  pada  Orde  Reformasi,  sasaran
pembangunan nasional di Indonesia sebagai perwujudan
tuntutan reformasi di segla bidang, tidak lain adalah
membangun sistem bernegara dan penegakan hukum.
Penegakan demokrasi, hak azazi manusia, pembangunan
ekonomi kerakyatan, pembangunan sosial budaya
dan ketahanan nasional. Kartasasmita (1996:133-313)
menyatakan gambaran dari kebijakan = pembangunan
nasional di Indonesia di era reformasi mengarah kepada :
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Pertama, pembangunan demokrasi ekonomi bergandengan
dengan demokrasi politik; Kedua, pembangunan ekonomi
kerakyatan; Ketiga, pembangunan sumber daya manusia;
dan Keempat, penyelenggaraan otonomi dan perimbangan
keuangan antara Pusat dengan Daerah.[]







s BAB IV =
PERKEMBRANGHN PEMBANGUNRN DHERRH DI INDONESIA

QYo

Sebagai perwujudan Wawasan Nusantara,
pembangunan Daerah seyogianya merupakan bagian
integral dari pembanguna nasional. Pasal 18 UUD
1945 menetapkan pembagian Daerah Indonesia atas
Daerah besar dan Daerah kecil, dengan bentuk susunan
pemerintahan ditetapkan dengan Undang-undang dengan
memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam
sistem pemerintahan negara, dan hak-hak asal usul dalam
daerah-daerah yang bersifat istimewa.

A. Pemerintahan Desentralisasi dan Otonomi
Daerah

Berdasarkan Undang-undang No. 22 Tahun 1999
tentang Pemerintah Daerah pasal 2 ayat 1 menetapkan
bahwa wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi
dalam Daerah Provinsi, Daerah Kabupaten dan Daerah
Kota yang bersifat Otonom. Pasal 4 ayat 1 menetapkan



pula bahwa dalam rangka pelaksanaan asas desentralisasi
dibentuk dan disusun Daerah Provinsi, Daerah Kabupaten,
dan Daerah Kota yang berwewenang mengatur dan
mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut
prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat.

Sebagai salah satu asas penyelenggaraan pemerintahan
di Daerah adalah desentralisasi yaitu penataan mekanisme
pengelolaan kebijakan dengan kewenangan yang lebih
besar diberikan kepada Daerah, agar penyelenggaraan
pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan lebih efektif
dan efisien (Pasal 8 UU No. 22 Tahun 1999).

Desentralisasi di bidang pengurusan berarti ada
pendelegasian kewenangan kepada Daerah dalam
pengurusan hal-hal tertentu. Sehingga birokrasi dalam
pengurusan tersebut menjadi lebih pendek dan sederhana.
Karena itu, masyarakat akan diuntungkan.

Desentralisasi di bidang keuangan berarti Daerah
telah mampu menggali sumber keuangannya sendiri dan
menggunakannya dengan bertanggung jawab. Desentralisasi
di bidang politik berarti rakyat di Daerah mempunyai hak
dan kewajiban untuk memiliki sepenuhnya siapa yang
pantasuntuk memimpin Daerah. Membawa aspirasi Daerah,
serta mengawasi jalannya pemerintahan dan pembangunan
di Daerah. Sedangkan desentralisasi di bidang administrasi
berarti Daerah di beri tanggung jawab penuh dalam
mengurusi administrasi pemerintahan Daerah.

Dalam batas-batas yang disepakati, yakni bahwa
otonomi tidak berarti terlepas dari negara kesatuan dan
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kaedah-kaedah serta aturan-aturan yang mengikat bangsa ini
menjadi satu. Maksud diadakannya otonomi adalah demi
kesejahteraan masyarakat di Daerah dan di seluruh tanah air.
Desentralisasi di segala bidang itu akan berpengaruh positif
bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Desentralisasi
bukan hanya keinginan melainkan merupakan kebutuhan.
Perkembangan masyarakat dan lingkungan strategis
mengharuskan kelincahan dalam mengatasi kendala dan
memanfaatkan peluang. Desentralisasi harus pula dijaga
supaya tidak mengakibatkan makin besarnya kesenjangan
pembangunan antara Daerah. Sebaliknya, justru harus
mampu mendekatkan taraf kemajuan Daerah satu dengan
Daerah lainnya.

Kartasasmita (1996 : 349) menyatakan, penyempurnaan
struktur kelembagaan Pemerintah Daerah perlu dilakukan
melalui: Pertama, pengembangan jabatan struktural dan
fungsional; Kedua, penjenjangan karier dan tugas yang
diperlukan; dan Ketiga, penyederhanaan mekanisme dan
adminsitrasi Pemerintah bagi pelaksanaan pembangunan
di Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota.

B. Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan
Daerah

Berpedoman kepada UU No. 25 Tahun 1999 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Daerah, pasal 1 ayat 1 menetapkan bahwa perimbangan
keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah adalah
suatu sistem pembiayaan pemerintahan dalam kerangka

ADMINISTRASI DAN MANAJEMEN PEMBANGUNAN II-



negara kesatuan. Melingkupi pembagian keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Daerah secara proporsional,
demokratis, adil, transparan dengan memperhatikan
potensi, kondisi, dan kebutuhan Daerah, sejalan dengan
kewajiban dan pembagian kewenangan serta tata
cara penyelenggaraan kewenangan tersebut, termasuk
pengelolaan dan pengawasan keuangannya.

Berdasarkan pasal 3 UU No. 25 Tahun 1999 ditetapkan
sumber-sumber penerimaan Daerah dalam pelaksanaan
Desentralisasi adalah : pendapatan asli Daerah, dana
perimbangan, pinjaman Daerah, lain-lain penerimaan yang
sah.

C. Pemerintahan Desa

Dewasa ini pemerintahan Desa di Indonesia diatur
dalam Undang-undang No. 22 Tahun 1999, pasal 94
menetapkan bahwa di Desa dibentuk Pemerintahan Desa
dan Badan Perwakilan Desa, yang merupakan Pemerintahan
Desa. Pasal 95 ayat 1 menetapkan pula bahwa Pemerintah
Desa terdiri atas Kepala Desa atau yang disebut dengan
nama lain dan Perangkat Desa.

Selanjutnya pasal 99 UU No. 22 Tahun 1999
menetapkan kewenangan Desa mencakup : kewenangan
yang sudah ada berdasarkan asal-usul Desa; kewenangan
yang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku
belum dilaksanakan oleh Daerah dan Pemerintah; dan
tugas Pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi,
dan/atau Pemerintah Kabupaten. Kemudian dari pada itu
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pasal 100 menetapkan pula bahwa tugas pembantuan dari
Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan/atau Pemerintah
Kabupaten, Kepala Desa disertai dengan pembiayaan,
sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia.

Adapun tugas dan kewajiban Kepala Desa menurut
pasal 101 UU No. 22 Tahun 1999 adalah : memimpin
penyelenggaraan Pemerintahan Desa, membina kehidupan
masyarakat Desa, membina perekonomian Desa,
memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat
Desa, mendamaikan perselisihan masyarakat di Desa, dan
mewakili Desanya di dalam dan di luar pengadilan dan
dapat menunjuk kuasa hukumnya.

Mengenai pertanggungjawabannya dalam
melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pasal
101 ditetapkan dalam pasal 102 UU No. 22 Tahun 1999
yaitu: bertanggungjawab kepada rakyat melalui Badan
Perwakilan Desa, dan menyampaikan laporan mengenai
pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.

Sebagaimana telah dikemukakan bahwa salah satu
unsur pemerintahan Desa adalah Badan Perwakilan Desa.
Pasal 104 UU No. 22 Tahun 1999 menetapkan bahwa
Badan Perwakilan Desa atau yang disebut dengan nama lain
berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan
Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat,
serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan
Pemerintah Desa. Selanjutnya pasal 105 UU No. 22 Tahun
1999 mengatur tentang Badan Perwakilan Desa yaitu:
anggota Badan Perwakilan Desa dipilih dari dan oleh
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penduduk Desa yang memenuhi persyaratan. Pimpinan
Badan Perwakilan Desa dipilih dari dan oleh anggota. Badan
Perwakilan Desa bersama dengan Kepala Desa menetapkan
Peraturan Desa, dan Pelaksanaan Peraturan Desa ditetapkan
dengan Keputusan Kepala Desa. Selain lembaga Badan
Perwakilan Desa, di Desa terdapat juga lembaga lainnya
sesuai dengan kebutuhan Desa dan ditetapkan dengan
Peraturan Desa.

Penetapan Kepala Desa dan pembantu-pembantunya
sebagai organisasi pemerintahan terendah menurut Pemudji
(Ndraha, 1990 : 137) dimaksudkan untuk mendekatkan
pelayanan adminsitrasi negara pada masyarakat. Pelayanan
yang dilancarkan dari tingkat Kecamatan dianggap masih
terlalu jauh. Kedudukan Desalebih dekat dengan masyarakat
sehingga pelayanan masyarakat di Desa diharapkan jauh
lebih efektif. Kemudian didorong oleh adanya Inpres
Bantuan Desa, berangsur-angsur posisi bagian-bagian Desa
ditingkatkan, ditandai dengan meningkatnya jumlah Desa
secara defenitif.

Melalui kedudukannya sebagai Ketua Umum LKMD,
Kepala Desa berfungsi merencanakan dan mengendalikan
pelaksanaan pembangunan Desa. Jika dihubungkan dengan
Bab IV Bagian D Umum angka 2 huruf f GBHN 1978
maka kemampuan Pemerintah Desa untuk melaksanakan
tugasnya langsung bertalian dengan usaha menggerakkan
masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan dan
penyelenggaraan administrasi Desa yang semakin meluas
dan efektif.
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Kedudukan politis BPD (Badan Perwakilan Desa) atau
disebut dengan nama lain, menurut UU No. 22 Tahun
1999 adalah wadah permusyawaratan/pemukatan pemuka-
pemuka masyarakat Desa. Bertugas menyalurkan pendapat
masyarakat Desa dan memusyawarahkan setiap rencana
pembangunan sebelum ditetapkan menjadi Keputusan
Desa.

Susunan organisasi dan alat kerja pemerintahan Desa
diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1
Tahun 1981. Pasal 3 ayat 1 menetapkan bahwa Kepala Desa
berkedudukan sebagai alat Pemerintah, alat Pemerintah
Dareah, dan alat Pemerintah Desa yang memimpin
penyelenggaraan pemerintahan Desa. Dengan demikian
Kepala Desa merupakan unsur pimpinan dalam struktur
pemerintahan Desa. Selanjutnya pasal 6 menetapkan
Sekretaris Desa selaku unsur staf, dan pasal 7 menetapkan
Kepala Dusun sebagai unsur pelaksana (PERMENDAGRI
No. 1 Tahun 1981). Dengan demikian, dalam struktur
organisasi pemerintah Desa telah ada pembagian kerja dan
diharapkan pelaksanaan tugas menjadi lebih lancar dan
efektif.

Struktur juga mendukung pelaksanaan tugas dalam hal
pembiayaan sehari-hari dan biaya operasional keluar. Pasal
107 ayat 1 UU No. 22 Tahun 1999 menetapkan sumber
pendapatan Desa terdiri dari : Pertama, pendapatan asli
Desa yang meliputi hasil usaha Desa, hasil kekayaan Desa,
hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong, dan
lain-lain pendapatan asli Desa yang sah. Kedua, bantuan
dari Pemerintah Kabupaten yang meliputi bagian dari
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perolehan pajak dan retribusi Daerah, dan bagian dari
dana perimbangan keuangan Pusat dan Daerah yang
diterima oleh Pemerintah Kabupaten. Ketiga, bantuan dari
Pemerintah dan Pemerintan Provinsi. Keempat, Sumbangan
dari pihak ketiga. Kelima, pinjaman Desa.

Sumber pendapatan Desa sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), menurut pasal 107 ayat 2 UU No. 22 Tahun 1999
dikelola melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
APBD). Ayat 3 menetapkan Kepala Desa bersama Badan
Perwakilan Desa menetapkan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa setiap tahun dengan Peraturan Desa. Ayat 4
menetapkan pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Desa ditetapkan oleh Bupati. Ayat 5 menetapkan
tata cara pungutan objek Pendapatan dan Belanja Desa
ditetapkan bersama antara Kepala Desa dan Badan
Perwakilan Desa. Selanjutnya pasal 108 UU No. 22 Tahun
1999 menetapkan pula bahwa Desa dapat memiliki badan
usaha sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Seperti telah dikemukakan pada uraian terdahulu
bahwa pemerintahan Desa  memerlukan  dukungan
keuangan dan dukungan struktur organisasi, dalam rangka
pelaksanaan tugas yang berkaitan dengan dukungan
lingkungan. Dukungan lingkungan terhadap Pemerintahan
Desa terletak pada kenyataan bahwa Kepala Desa maupun
pembantu-pembantunya merupakan tokoh-tokoh pilihan
masyarakat setempat.

Dengan kemampuan adminsitratif seperti diuraikan
di atas, pemerintahan Desa diharapkan mampu menggali,
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menggerakkan dan mengkombinasikan masukan-masukan.
Mencegah berbagai akses sistem dari atas ke bawah, dan
mengefektifkan sistem dari bawah ke atas, sehingga sasaran
pembangunan Desa dapat dicapai.

Dewasa ini, Desa selalu ada dua kelompok tokoh
pemimpin, yaitu tokoh formal dan tokoh informal. Tokoh
formal merupakan Pemerintah Desa yang mempuyai
kekuatan hukum. Tokoh informal merupakan tokoh
yang mempunyai kekuatan ikatan batin dengan warganya
sehingga besar pengaruhnya pada masyarakat. Tokoh formal
kelompok pertama terdiri dari : Kepala Desa, Setretaris Desa,
Kepala-kepala Urusan, Kepala-kepala Dusun, Ketua dan
anggota BPD, Ketua dan Seksi LKMD, Pengurus PKK, Ketua
RW atau RK, dan Ketua RT. Tokoh formal kelompok kedua
yaitu semua petugas instansi terkait dalam pembangunan
Desa, terdiri dari : Dephankam (Babinsa dan Bimpolda),
Dinas P dan K (penilik SD, penilik olahraga, dan penilik
pendidikan), Dinas Kesehatan (dokter, juru rawat, dan
sanitarian), Dinas Pertanian dan Kehutanan (PPL, mantri
kehewanan, polisi hutan, penyuluh penghijauan, dan
mantri perikanan), Badan Pemukiman dan Prasarana
Wilayah (petugas pengairan (P3S), TSKT, sarjana penggerak
pembangunan Desa), Badan Sosial (TKSS, PSM, dan PSK),
Badan Penerangan (juru penerangan dan penerangan
transmigrasi), Dinas Koperasi dan PKM (petugas penerangan
KUD), Dinas Perindustrian dan Perdagangan (petugas
proyek BIPIK perindustrian), BKKBN (PLKB), BRI (petugas
BRI unit Desa), Perguruan Tinggi (Mahasiswa KKN dan
PKL).
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Sedangkan tokoh informal antara lain : pemuka agama,
pemuka adat, tokoh yayasan sosial dan pendidikan, tokoh
pemuda, pimpinan organisasi kemasyarakatan, pimpin
Orsospol komisariat Desa, kelompok petani dan nelayan,
kelompencapir, dan lain-lain sebagainya sebagai tokoh
informal.

Kedua kelompok tokoh formal dan tokoh informal
tersebut merupakan kekuatan yang sangat besar jika dapat
dipersatukan untuk menggerakkan masyarakat dalam
pembangunan. Mereka ini merupakan pelopor (agen)
pembangunan bagi masyarakat dalam menggerakkan
roda pembangunan. Khususnya pembanguan pertanian,
perkebunan, peternakan, perikanan, industri kecil, jasa dan
perdagangan, pariwisata dan lain-lain sebagainya.|]
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~s1 BAB V5o
STRATEGI PEMBANGUNAN PEDESHAN DI INDONESIR

QYo

A. Strategi Belajar dari Pengalaman Negara Lain

Dari pengalaman pembangunan pedesaan di banyak
negara, Griffin (Hanafiah, 1982:35) membagi kepada
tiga strategi pembangunan pedesaan : Pertama, strategi
teknokratis; Kedua, strategi reformis; dan Ketiga, strategi
radikal. Perbedaan strategi ini memperlihatkan konsistensi,
kesinambungan, dan tekanan yang terdapat diantara
kebijakan, tujuan, pendekatan, dan pelaksanaan dari
pembangunan pedesaan.

B. Strategi Mobilitas Penduduk

Dari sisi mobilitas penduduk, menurut Saefullah
(1995 : 3) ada tiga pendekatan pembangunan pedesaan
yang memusatkan perhatian pada kesejahteraan petani
yaitu commercialization and capital intensive development;
comprehensive rural development; and colonization of new
agricultural lands (komersialisasi dan pengembangan



permodalan secara intensif; pembangunan Desa secara
menyeluruh; dan penguasaan lahan-lahan pertanian baru).

Dengan jelas dapat dipahami, pendapat tersebut di atas
memandang strategi pembangunan harus dilaksanakan
secara terpadu dengan pendekatan yang kontekstuial.
Hal demikian, tentunya hanya dapat dilaksanakan
dengan menerapkan konsep manajemen strategis dalam
pembangunan. Selain akomodatif, proaktif dan cepat
tanggap terahadap perubahan dinamika masyarakat dalam
proses modernisasi.

C. Strategi Pemberdayaan Masyarakat

Berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat, Usman
(1998 :40) menyatakan bahwa strategi pembangunan
pedesaan harus terkemas dalam : Pertama, pembangunan
pertanian (agricultural development); Kedua, industrialisasi
pedesaan (rural industrialization); Ketiga, pembangunan
masyarakat Desa terpadu (integrated rural development); dan
Keempat, strategi pusat pertumbuhan (growth center strategy).

Membangun visi dan tujuan bersama dalam
pembangunan merupakan tanggung jawab moral bersama
masyarkat dan sebagai faktor sosial terpenting dalam rangka
pemberdayaan masyarakat. Masyarakat pedesaan harus
dibangkitkan kesadaranya bahwa mereka punya potensi
dan percaya terhadap kemampuan sendiri. Hanya saja
pada tahap permulaan memang memerlukan dukungan
dari Pemerintah.
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D. Satrategi Perubahan Pola Pertumbuhan dan
Distribusi

Berdasarkan diagnosis yang dilakukan Chenery (1974:
224) atas ketimpangan pembangunan yang timbul akibat
strategi pertumbuhan, menyarankan pada reorientasi
kebijakan dalam metode perencanaan. Strategi yang
disarankannya terarah kepada perubahan pola pertumbuhan
(growth) dan distribusi yang ditujukan untuk mempercepat
pertumbuhan pendapatan golongan miskin. Dalam
hubungan ini secara singkat terdapat dua langkah strategis
yang diusulkan Adelman dan Morris (1973 : 224) : Pertama,
pembangunan terarah pada peningkatan kesejahteraan
40% penduduk yang tergolong miskin; Kedua, cara-caranya
harus berisikan “fundamental institusional reform”.

E. Strategi Keadilan Ekonomi

Dilihat dari sisi sosial ekonomi, hasil penelitian Triyono
dan Nasikun (1992 :29), Collier (1978 :20-35) dan Siahaan
(1983 :50-63) di pedesaan Jawa juga menunjukkan bahwa:

Meskipun penyebaran teknologi pertanian tidak hanya
dimanfaatkan oleh petani berlahan luas, tetapi distribusi
pemilikan dan penguasaan sawah tetap menunjukkan adanya
ketimpangan yang tajam. Ini berarti bahwa penyebaran
teknologi yang netral skala tidak begitu saja menghasilkan
pemerataan distribusi ekonomi, namun justru terjadi
ketimpangan distribusi ekonomi. Akibat selanjutnya, muncul
kontradiksi dalam hubungan sosial antara lapisan petani
dengan polarisasi sosial yang menggoyahkan ketentraman
komunitas pedesaan.
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Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa pengaruh
kehidupan struktural yangada terhadap kehidupan ekonomi
berproses dalam kaitannya dengan struktur masyarakat,
sehingga penyebaran teknologi mendorong kemajuan
ekonomi dan menumbuhkan kekuatan ekonomi baru yang
mempengaruhi kehidupan struktur masyarakat pedesaan.
Namun demikian masih menimbulkan akses konflik antara
lapisan petani sebagai akibat distribusi keadilan yang
tidak merata. Sudah saatnya menerapkan prinsip keadilan
tidak lagi diukur atas dasar pemberian jumlah yang sama,
melainkan atas dasar porsi yang besar diberikan kepada
mereka yang paling membutuhkan.

F.  Strategi Perluasan Lapangan Kerja

Secara tegas Deklarasi ILO 1976 menganjurkan
agar strategi, rencana dan kebijaksanaan pembangunan
pedesaan menempatkan perluasan lapangan kerja dan
pencakupan kebutuhan dasar sebagai tujuan eksplisit yang
diprioritaskan. Ini bermakna bahwa program pembangunan
ditujukan kepada kelompok yang sangat membutuhkan.
Dengan demikian secara perlahan-lahan yang tertinggal
dapat mengejar yang sudah maju, sedangkan yang sudah
maju menunggu yang tertinggal, sebagai suatu prinsip
kebersamaan dan keadilan.

G. Strategi Kebutuhan Dasar dan Kesetiakawanan Sosial

Kemudian dilihat dari sudut perubahan sosial, model
strategi pembangunan pedesaan yang dianggap paling cocok
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bagi Indonesia, menurut Garna (1992 : 104) harus memiliki
karakteristik yaitu tradisi, akomodasi, dan modernisasi
secara setara. Hal itu berarti bahwa strategi pembangunan
pedesaan yang diharapkan adalah strategi yang memusatkan
perhatian pada kebutuhan dasar manusia.

Jika memang demikian modelnya pembangunan,
masih tetap sulit mecapai kesetaraan pada tingkatan
modernisasi. Perlu penambahan aspek sosial yaitu
penyadaran kepada mereka yang berperilaku tamak dan
kikir, untuk sedikit berkorban menyumbangkan hartanya
kepada anggota masyarakat lain. Jika tidak demikian sulit
tercapai keseimbangan pembangunan. Anggota masyarakat
yang telah berhasil akan terus memuaskan kebutuhannya,
sedangkan yang belum berhasil akan terbatas pula peluang
dan kesempatan usahanya. Disinilah arti penting kemitraan
usaha antara kelompok dalam masyarakat. Sedangkan
Pemerintah bertugas membangun sistem dalam rangka
pengaturan dan menjaga agar sistem tetap berada pada
keseimbangan.

H. Strategi Perubahan Struktural dan Budaya

Strategi dasar yang memusatkan perhatian pada
kebutuhan dasar manusia memberi tekanan pada aspek
kemanusiaan dan moral yang menggunakan pendekatan
dari bawah ke atas (bottom-up approach). Karena tujuan
konsep ini adalah supaya menimbulkan inisiatif lokal,
peningkatan paritipasi, dan desentralisasi administrasi,
terutama pengalokasian kembali sumber daya yang ada,
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maka pelaksanaan konsep ini memerlukan perubahan
struktural.

Strategi tersebut penting karena berdasarkan hasil
penelitian Rusidi (1989:14) kekuatan-kekuatan motivasi
yang tumbuh dalam struktur sosial masyarakat pedesaan
masih belum sebanding dengan perubahan-perubahan
arah dan tingkat dari proses sistem aksi pembangunan
masyarakat pedesaan. Terjadinya ketimpangan sosial ini
(Rusidi, 1989: 43) disebabkan adanya ketidaksesuaian
antara nilai harapan dari pembangunan itu dengan
kesanggupan individu (depriviasi).

Perubahan yang diharapkan dalam pembangunan
masyarakat pedesaan, sebenarnya tidak saja kepada
perubahan struktural malainkan juga perbahan budaya,
terutama sikap dan pola pikir masyarakat. Jika hanya
perubahan struktural yang menjadi sasaran, Pemerintah
akan mudah terpancing untuk terlibat secara total dan ini
akan memadamkan aspek inisiatif dan partisipasi lokal.
Selain itu penyesuaian perubahan budaya akan menjadi
lamban. Inilah arti penting pendekatan struktural dan
budaya, supaya dapat selalu seiring dan sejalan dalam
rangka modernisasi masyarakat pedesaan.

I. Strategi Meningkatkan Partisipasi Masyarakat

Dalam mengatasi masalah sikap dan kehidupan
masyarakat pedesaan dalam pembangunan, Inayatullah
(Susanto, 1984:23) mengajukan saran tentang strategi
pembangunan pedesaan :
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Pertama, mempertahankan sebanyak mungkin kebiasaan Desa
untuk memecahkan masalahnya sesuai dengan kebiasaan
sosial budaya setempat; Kedua, pendekatan dalam pengambilan
keputusan terhadap suatu inovasi melalui keputusan
bersama; Ketiga, memperhatikan nilai informal-sosial yang
mencerminkan dan menjamin stabilitas sosial ekonomi Desa;
Keempat, mengambil keputusan yang didukung oleh pendapat
umum Desa; dan Kelima, memperhatikan unsur ringan sama

Strategi pembangunan yang berorientasi kepada
partisipasi masyarakat, berarti pembangunan yang
berorientasi pemerataan. Hal demikian dikarenakan
berhasil menaikkan daya beli masyarakat pedesaan. Sutrisno
(1995 : 253) menyatakan :

Strategi pembangunan pedesaan yangbermuara pada partisipasi
menuntut pemahaman baru terhadap makna pembangunan
itu sendiri. Pembangunan harus diartikan sebagai perubahan
sosial yang utuh, bukan perubahan sosial yang parsial. Ini
berarti bahwa rakyat maupun aparat Pemerintah Daerah
dituntut secara bersama-sama untuk menciptakan sikap mental
baru (reformis) dalam merencanakan maupun melaksanakan
pembangunan.

Dengan demikian, inti dari strategi pembangunan
pedesaan yang terpenting adalah paritipasi yang meliputi
segenap kehidupan masyarakat dalam segala bentuk melalui
komunikasi sosial, termasuk kreativitas sosial dan imajinasi
bersama. Wujud konkritnya adalah masyarakat menguasai
dan mengawasi sumber daya dan tujuan produksi yang
didasarkan pada kebutuhan dan keinginan bersama.
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J. Strategi Penggabungan Pembangunan yang
Mandiri dan Berdikari

Berkaitan dengan kebijakan pembangunan pedesaan
yang mandiri, Korten (Westra, dkk.,1987 : 12) menyatakan
pembangunan pedesaan harus menekankan kepada:

Pertama, prakarsa dan proses pengambilan keputusan untuk
memenuhi kebutuhan masyarakat, tahap demi tahap harus
diletakkan pada masyarakat sendiri; Kedua, fokus utamanya
adalah meningkatkan kemampuanmasyarakatuntukmengelola
dan memobilisasi sumber-sumber yang terdapat di komunitas
untuk memenuhi kebutuhan mereka; Ketiga, pendekatan ini
mentoleransi variasi lokal, dan karenanya memiliki sifat amat
fleksibel menyesuaikan dengan kondisi lokal; Kempat, dalam
melaksanakan pembangunan, pendekatan ini menekankan
pada proses social learning, yang padanya terdapat interaksi
kolaboratif antara birokrasi dan komunitas, mulai dari proses
perencanaan sampai evaluasi proyek dengan mendasarkan
diri pada sikap saling belajar; Kelima, proses pembentukan
jaringan (networking) antara birokrat dan lembaga swadaya
masyarakat, satuan-satuan organisasi tradisional yang mandiri,
merupakan bagian integral dari pendekatan ini. Melalui proses
networking ini diharapkan terjadi simbiose antara struktur-
struktur pembangunan di tingkat lokal.

Suatu referensi penting yang timbul adalah dalam
rangka pemikiran dan usaha untuk berdikari (Self Reliance),
yang dapat kita artikan sebagai usaha untuk meningkatkan
peranan dan dominasi pribumi di negerinya sendiri, yang
juga merupakan konsep lama (Ghandi dan Bung Karo),
tetapi secara lebih menarik diungkapkan secara hipotesis
oleh Galtung (Tjokroamidjojo, 1995 : 57) sebagai strategi
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pembangunan yang cukup komprehensif dan fundamental
dengan Self Reliance :

Pertama, prioritas akan bergeser kepada produksi untuk
kebutuhan pokok bagi mereka yang paling membutuhkan.
Kedua, partisipasi rakyat secara massal diusahakan lebih
terjamin. Ketiga, sumber-sumber dan faktor lokal lebih banyak
dimanfaatkan. Keempat, kreativitas masyarakat diransang.
Kelima, kecocokan dengan kondisi setempat akan lebih terjaga.
Keenam, akan lebih memberi aneka ragam pembangunan.
Ketujuh, akan mengurangi keterasingan manusia dalam proses
pembangunan. Kedelapan, keseimbangan ekologis akan lebih
terjaga. Kesembilan, faktor ekstern yang masuk akan lebih
mudah dijadikan urusan intern atau dipindahkan ke tangga
yang lebih setaraf. Kesepuluh, solidaritas dengan sesama akan
memperoleh landasan yang kokoh. Kesebelas, kemampuan
untuk menangkal kecurangan vyang disebabkan oleh
ketergantungan perdagangan akan bertambah. Keduabelas,
ketahanan militer dan ketahaan nasional akan meningkat.
Ketigabelas, sebagai landasan, maka pendekatan paradigma
ketergantungan akan memperoleh tempat berpijak yang lebih
seimbang.

Penggabungan penerapan konsep pembangunan
masyarakat yang mandiri dan berdikari merupakan
suatu kekuatan yang harus dijadikan pedoman dalam
pelaksanaan pembangunan perdesaaan dewasa ini.
Konsep pembangunan ini tidak saja membuat masyarakat
menjadi berdaya, melainkan juga menyadarkan kepada
Pemerintah bahwa mereka bukanlah segala-galanya dapat
menyelesaikan segala persoalan dalam pembangunan.
Pemerintah dengan masyarakat harus saling memberi dan
menerima, saling belajar dan selalu berkomunikasi dengan
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baik. Kebersamaan haruslah menjadi pegangan utama
dalam segala aktivitas pembangunan. Dengan demikian
orientasi model pembangunan pedesaan ke depan harus
meninggalkan cara-cara kerja lama sebagai warisan sejarah
yang tidak inovatif.

K. Strategi Membangun Visi Bersama

Berkaitan dengan perencanaan pembangunan pedesaan,
hasil penelitian Karnesih di Kabupaten Majalengka Jawa
Barat (1997) menyimpulkan :

Pertama, peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan
pemerintah khususnya yang berkaitan dengan masalah
pedesaan kurang atau tidak memperhatikan mutu dari sumber
daya manusiayangrelevan sebagai aparatur pelaksana, sehingga
tujuan peraturan perundang-undangan tersebut tidak dapat
dicapai secara optimal; Kedua, INMENDAGRI No. 4 Tahun
1981 mengenai petunjuk teknis mekanisme perencanaan
dan pengendalian pembangunan secara konsepsi dapat terus
digunakan, namun perlu direvisi; dan Ketiga, LKMD yang
tugas pokoknya merencanakan pembangunan, menggerakkan
dan meningkatkan prakarsa dan partisipasi masyarakat untuk
melaksanakan pembangunan belum dapat berfungsi seperti
yang diharapkan.

Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa perlu
merubah organisasi pemerintah dalam pembangunan
yang digerakkan aturan kepada membangun visi bersama.
Aturan-aturan formal seharusnya merupakan podaman
umum dan jangan dijadikan pedoman teknis (JUKLAK
atau JUKNIS). Ketika masuk kepada persoalan pelaksanaan
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dan teknis seharusnya faktor-faktor situasi dan kondisi
harus menjadi pertimbangan yang utama. Namun inilah
dampak dari budaya organisasi pemerintah yang sudah
terbiasa dengan petunjuk atasan yang dianggapnya
sudah baku dan sangat mengabaikan faktor lingkungan
situasional. Hal yang terpenting dimasa akan datang adalah
diperlukan perubahan yang sangat mendasar pada perilaku
keorganisasian birokrasi pemerintah.

L. Strategi Peningkatan dan Pemerataan Pendapatan

Hasil penelitian Rusli dkk., di tujuh Kabupaten
dan Kota di Provinasi Riau (1996) berkaitan dengan
penanggulangan kemiskinan di pedesaan menyimpulkan
bahwa pembangunan pedesaan perlu dilihat dalam tiga
dimensi :

Pertama, peningkatan pertumbuhan ekonomi melalui

peningkatan pemanfaatan sumber daya, terutama yang dikuasai

oleh kelompok miskin; Kedua, pengembangan aksesibilitas
kelompok miskin terhadap tanah, modal, infrastruktur, dan
input-input produktif lainnya; dan Ketiga, pengembangan
struktur ~ sosial  kelembagaan dalam  meningkatkan
kemampuan masyarakat, khususnya kelompok miskin, dalam
mengatasi masalah secara mandiri. Ketiga dimensi tersebut

harus ditujukan untuk meningkatkan kesempatan kerja dan
pendapatan melalui peningkatan kegiatan produktif.

Hasil penelitian tersebut menjelaskan pentingnya
peningkatan dan pemerataan pendapatan terutama
ditujukan kepada kelompok miskin. Usaha yang sungguh-
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sungguh terutama ditujukan kepada penggalian sumber
setempat, peningkatan sumber daya manusia, dukungan
modal, masukan teknologi dan penyuluhan terpadu
terutama kepada masing-masing kelompok usaha.
Diperlukan pula kerjasama dan dukungan semua pihak
dalam rangka pengarahan dan dukungan fasilitas sumber-
sumber daya pembangunan.

M. Strategi Menanamkan Nilai dan Norma
Pembangunan

Hasil penelitian Saptawan di tiga Kabupaten di Jawa
Barat (1999) berkaitan dengan strategi pelembagaan dalam
pembangunan pedesaan menyimpulkan :

Strategi pembangunan pedesaan memerlukan keseimbangan
antara pembangunan fisik dan pembangunan mental yang
melekat secara terpadu dalam program pembangunan yang
ditetapkan pemerintah. Wujud pembangunannya adalah
program dan kegiatan yang bernuansa aspirasi dan atau
proaktif terhadap pengembangan kreasi masyarakat setempat,
sehingga menumbuhkan norma pembangunan yang menjadi
kebutuhan dan dambaan masyarakat sebagai perangsang
(motivator) dan penggerak (dinamisator) untuk maju
meningkatkan kesejahteraannya.

Hasil penelitian tersebut menjelaskan pentingnya
menanamkan nilai dan norma pembangunan, karena
diangap dapat memberikan kekuatan kepada aspek
pembangunan fisik. Namun demikian perlu usaha yang
meyakinkan masyarakat bahwa nilai yang dibangun itu
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bermakna praktis bagi kehidupannya, dan bukan hanya
sekedar jargon dan simbol-simbol serimonial sebagai
tipuan.

N. Strategi Pemodelan Dalam Pembangunan

Hasil penelitian Tjenreng di pedesaan wilayah
pembangunan bagian timur Sulawesi Selatan (1993)
berkaitan dengan pembangunan pedesaan hubungannya
dengan partisipasi masyarakat, desentralisasi pembangunan
dan Otonomi Desa dalam kerangka strategi pembangunan
nasional menyimpulkan :

Pertama,  kebijakan pembangunan Desa  merupakan
pelaksanaan kebijakan dari tingkat atas dan bersifat seragam
(sama untuk semua Desa), baik dalam perlakuan, pengaturan,
maupun dalam jumlah dana yang diberikan. Dengan demikian
keanekaragaman  dan spesialisasi Desa secara geografi,
demografi maupun potensi Desa belum merupakan acuan
dalam penetapan kebijakan pembangunan di Desa; kedua,
secara empirik ada tiga model pembangunan Desa yaitu :
pembangunan Desa berbantuan, pembangunan Desa sektoral,
dan pembangunan Desa berswadaya; dan ketiga, Wewenang
penyelenggaraan urusan-urusan rumah tangga Desa sendiri
sangat terbatas sehingga mempengaruhi peranan APPKD
terhadap kemampuan pembangunan Desa yang berswadaya.

O. Strategi Pembangunan Kontekstual

Atas dasar penelaahan dari berbagai teori dan hasil
penelitian Sufian (disertasi, 2002) ternyata strategi
pembangunan pedesaan membutuhkan suatu pendekatan
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yang kontekstual berdasarkan karakteristik yang dimiliki
Desa, dan bukan penyeragaman. Diperlukan pula aspek
kebersamaan, saling belajar dan memberi informasi antara
Pemerintah dan masyarakat. Upaya tersebut penting
dilaksanakan dalam rangka efektivitas pembangunan
masyarakat pedesaan yang mandiri dan berkelanjutan.[]

-II H. Indra Muchlis Adnan & Sufian Hamim



s BAB V|
MODEL PEMBANGUNAN PEDESHRN DI INDONESIA

QYo

A. Model Dalam Pembangunan

Dalam kaitan dengan model pembangunan, Deutch
(Riggs, 1988 : 5) menyatakan sebenarnya kita tengah
menggunakan model, suka atau tidak suka, pada saat
kita berfikir secara sistematis tentang berbagai hal secara
menyeluruh kita sedang membanguna model. Riggs (1988:
5) menyatakan model yang dimaksudkan adalah setiap
struktur simbol-simbol dan aturan-aturan yang berlaku
yang dianggap memiliki kesamaan dalam dunia nyata.

Pemerintahan sering digambarkan sebagai model
suatu keluarga, penguasa dikaitkan seperti seorang ayah,
sedangkan rakyat adalah sebagai anak. Dalam pengrtian
tertentu, model dapat merupakan paradigma atau kiasan
yang rinci. Kalau suatu model dipilih secara tepat, maka
mudah bagi kita untuk memahami fenomena dimana model
itu diterapkan, bila dipilih sembarangan maka hasilnya
akan menyesatkan. Dengan demikian tingkat kekaburan



atau kejelasan studi pembangunan dalam masyarakat
transisi (seperti Indonesia) sebahagian besarnya tergantung
pada ketepatan model-model yang kita gunakan.

B. Model Pembanguan Pedesaan Kontekstual

Dari uraian di atas jelas bagi kita bahwa dengan
menggunakan model dalam pembangunan pedesaan
diharapkan dapat memudahkan bagi setiap orang untuk
memahami fenomena dimana model itu diterapkan. Garna
(1992) menyatakan dengan model dapat menjelaskan
realitas pembangunan yang sesuai atau menurut konteksnya
(kontekstual).

Pembangunan pedesaan secara nasional tidak mungkin
dapat disamaratakan, mengingat pedesaan di Indonesia
mempunyai ciri-ciri : umumnya kepadatan penduduk
tidak terlalu tinggi, tingkat pendidikan rendah, keadaan
alam dan geografis berbeda, kegiatan usaha utama adalah
pertanian (termasuk kehutanan, peternakan, perikanan),
tingkat pendapatan masyarakat relatif rendah, masyarakat
relatif homogen dalam hal mata pencaharian, agama dan
adat istiadat.

Dengan demikian, pembangunan pedesaan, menurut
Findley (Saefullah, 1995 : 13) harus dilakukan dengan
model pendekatan kontekstual yang sesuai dengan sifat
dan cirinya, dan tidak dapat disamaratakan begitu saja
antara model dan pendekatan pembangunan antara Desa
yang satu dengan yang lainnya .
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Dalam rangka itu pembangunan pedesaan harus
meliputi upaya-upaya besar yang satu sama lain saling
berkaitan. Dengan melakukan pendekatan sistem (Winardi,
1999:149) semua upaya tersebut dijadikan masukan
dalam proses pembangunan pedesaan. Kemudian,
proses pembangunan pedesaan tetap pula melaksanakan
manajemen pembangunan yang terdiri dari perencanaan,
pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan pembangunan.
Kesemuanya itu merupakan suatu proses dari fungsi
manajemen yang sepenuhnya merupakan partisipasi
masyarakat setempat tanpa campur tangan berlebihan dari
pihak atas.

Sejalan pula dengan upaya pemberdayaan masyarakat
maka pelaksanaan pembangunan di pedesaan disesuaikan
pula dengan faktor historis desa, sumber daya manusianya,
sumber daya alamnya, nilai sosial budaya dan nilai
agamanya yang merupakan faktor-faktor lingkungan yang
ikut berpengaruh (Friedmann, 1981:42; Bryant dan White,
1982:369; Findley, 1987 : 19; Saefullah, 1995 : 13).

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas
suatu model pembangunan pedesaan yang kontekstual
dengan pendekatan sistem dapat digambarkan sebagai
berikut:
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Gambar 2.6.
Model Pembangunan Pedesaan yang Kontektual

IﬂUT _—>

PROSES———»

OUTPUT

1. Pendekatan : 1. Perencanaan pembangunan: 1. Pendapatan  masyarakat
a. Pembangunan bangsa a. Dilakukan  oleh  semua meningkat.
- Pembangunan politik unsur masyarakat 2. SDM termasuk keschatan
- Pembangunan sosial budaya b. Merupakan keinginan arus dan gizi meningkat.
b. Pembangunan ckonomi bawah 3. Sarana dan prasarana desa
c. Ekologis c. Sesuai dengan situasi dan meningkat atau  semakin
d. Sumber daya manusia kondisi setempat baik.
e. Mulai  dari  yang  paling d. Keterpaduan semua bidang 4. Kesadaran &  persatuan
membutuhkan pembangunan, SDM, masyarakat meningkat.
f. Pemerataan dan pertumbuhan ekonomi 5. Masyarakat makin mengerti
2 Mencukupi kebutuhan dasar c. Dengan cara menurut ilmu hak dan tanggung
h. Mengurangi ketergantungan dan teknologi. jawabnya.
2. Aspek Kualitas Tokoh Formal dan Informal: f. Dilaksanakan di desa 6. Kesadaran beragama dan
a. Keterampilan & kemampuannya e Pada waktu yang jelas berbudaya meningkat.
b. Dedikasi, ~ motivasi,  amanat, h. Sesuai kebutuhan 7. Pemerataan pembangunan
pelayanan, dan pengabdian. dan hasilnya.
c. Sikap mental, etos kerja, ftertib, 2. Pelaksanaan pembangunan: 8. Kualitas lingkungan hidup
tanggap, jujur, disiplin, kerja keras, a. Mengacu pada rencana meningkat.
produktif, inovatif, orientasi pada b. Melibatkan semua unsur 9. Keadilan sosial dan
hasil. c. Menggunakan prinsip keseimbangan
3. Pemberdayaan Ekonomi masyarakat: ‘manajemen pembangunan.
a Pembangunan ekonomi d. Menumbuhkembangkan
keberpihakan pada petani. partisipasi  dan  gotong
b. Pemberdayaan koperasi royong
c. Mencegah praktek monopoli e Orientasi pada hasil dan
d. Pemilihan lahan efisiensi.
e. Ketersediaan peralatan dan bahan
pertanian 3. Evaluasi dan Pengawasan
f. Pengetahuan manajemen usaha Pembangunan :
g Masukan modal dan investasi a. Dilakukan oleh tokoh dan
h. Pengetahuan dan teknologi pertanian masyarakat
i Pemberdayaan  distribusi  dan b.  Evaluasi yang rutin
pemasaran hasil pertanian. c. Upaya perbaikan  pada
4. Meningkatkan sumber daya manusia: penyimpangan.
a. Pendidikan, pelatihan dan
penyuluhan
b. Peningkatan kesehatan dan gizi
5. Pemberdayaan lembaga (institusi):
a Aparat desa
b. LMD (BPD)
c. LKMD LINGKUNGAN :
d. PKK
e Karang taruna ~Nilai historis Desa
£ Bank desa atau BPR -Sumber daya
2 Lembaga agama manusia
h. Lembaga adat -Sumber daya alam
6. Perkebunan percotohan Desa: -Nilai sosial dan
a. Mendorong partisipasi masyarakat budaya
b. Memupuk semangat gotong royong -Nilai agama
c. Memberi percontohan -Ilmu pengetahuan
7. Membangun sarana dan prasarana Desa: ~Teknologi
a. Jalan -Sosial ekonomi
b. Jembatan
c. Irigasi air
d. Rumah ibadah
e. Balai adat
f. Pasar
8. Penggahan Potensi Desa:
Sesuai dengan kondisi alam dan
sosial
b. Sesuai dengan permintaan pasar Feedback)
c. Sesuai pusaxcrtumbuhan y

Sumber: Modifikasi Model Pembangunan Pedesaan yang Kontektual
(Friedmann, 1981:42; Bryant dan White, 1982:369; Findley, 1987
19; Tjokroamidjojo dan Mustopadidjaja, 1993 : 15-17; Saefullah, 1995:

13; Winardi, 1999).
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